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No SINGKATAN KEPANJANGAN DARI KATA 
1 Swt Subhânahu wa ta’âlâ 
2 Saw Shallalâhu alaihi wasallam 
3 a.s Alaihissalâm 
4 H Hijiriyah 
5 M Masehi 
6 Q.S Al-Qur’an Surat 
7 Hlm Halaman 
8 T.p Tanpa Penerbit 
9 T.tp Tanpa Tempat 
10 T.th Tanpa Tahun 
11 L Lahir Tahun 
12 W Wafat Tahun 
13 H.R Hadis Riwayat 
14 r.a Radiyallâhu ‘anhu 







Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 




Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ
 Ba’ B Be ب
 Ta’ T Te ت
 (Tsa’ Ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha Ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 Kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż Zet titik di atas ذ






 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 Sad Ṣ Es titik di bawah ص
 Dad Ḍ De titik di bawah ض
 Ta’ Ṭ Te titik di bawah ط
 Za’ Ẓ Zet titik di bawah ظ
 (Ayn …’… Koma terbalik (di atas‘ ع
 Gayn G Ge غ
 Fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م






 Waw W We و
 Ha’ H Ha ه
 Hamzah …’… Apostrof ء






2. Konsonan rangkap karena tasydid ditulisrangkap 
 
 
 Ditulis Muta’aqqidin دينمتعقّ




3. Ta’ marbutah di akhirkata 
 
a. Bila dimatikan, ditulish: 
 
 
 Ditulis Hibah بةه












b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 








c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 
dammah, maka ditulis dengant. 





_◌  َ _(fathah) ditulis a   َب  َر  َض Ditulis Daraba 
_◌  َ _(kasrah) ditulis i  َم   َه   ف Ditulis Fahima 





a. Fathah + alif, ditulis ā (garis diatas) 
 
ليةهجا  ditulis jāhiliyyah 
 
b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis diatas) 
 
 ditulis yas’ā يسعى
 





d. Dammah + wau mati, di tulis ū (dengan garis diatas) 
 




a. Fathah + ya mati, ditulisai 
 
 ditulis bainakum بينكم
 
b. Fathah + wau mati, ditulisau 
 
لقو  ditulis qaulun 
7. Vokal-vokalpendekyangberurutandalamsatukata,dipisahkan 
 
dengan apostrof  












8. Kata sandang alif +lam 
 
a. Bilia diikuti huruf qamariyah ditulisal-qamariyah 
 
آنلقرا  ditulis al-Qur’ān 
سلقياا  ditulis al-Qiyās 
b. Bila diikut huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan 






ءلسماا  ditulis as-samā’ 
9. Huruf Besar 
 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan 
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 
10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat 
ditulis menurut penulisannya 
وضذوىلفرا  ditulis zawial-furūd 
 





















ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 
1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI HADHANAH KEPADA AYAH  
DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH 
 
Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap putusan perkaranomor 
1758/pdt.g/2020/pa.pbr mengenai hadhanah kepada ayah  dalam perspektif 
maqasid asy-syari’ah Jenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang 
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (libraryresearch) dan 
pendekatan kualitatif. Pengumpulandatayang digunakan adalah studi 
kepustakaan atau dokumentar. Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun 
dan mengkaji literatur-literatur pustaka yang cocok dengan objek yang 
dimaksud,sepertikitab-kitabfiqih,Undang-Undangdantafsir hadist serta jurnal 
yang berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah 
bagaimana putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr 
mengenai hadhanah kepada ayah pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 
perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada ayah, analisis 
putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada 
ayah  dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini, 
hakim mengabulkalkan permohonan penggugat atas hak hadhanah  kepadanya. 
Pertimbangan hakim dalam putusan karena anak memilih penggugat sebagai 
pemenang hak hadhanah dan hakim menimbang  bahwa penggugat bisa 
memberikan kasih sayang, dan nafkah. Analisa putusan hakim dalam 
menetapkan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang perkawinan, 
Undang- undang perlindungan anak dan sudah sesuai dengan pandagan 










A. LATAR BELAKANG  
Didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah 
satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna 
menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara 
Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.Perubahan Undang-
undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan 
ketatanegaraan. 
Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwakekuasaan 
kehakiman oleh mahkamah Agung dan badan peradilan yang adadi bawahnya 
didalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara. 
Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang 
merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan 
perubahan terhadap Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang No.35 
Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 






berlakunya Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman maka Undang-undang sebelumya dinyatakan tidak berlaku.1 
Kemudian karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum 
dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 maka undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman 
dirubah ke dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
Dalam melaksanakan kekuasaan berdasarkan Undang-undang Kekuasaan 
Kehakiman, Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, 
dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan pengadilan 
diatur dalam Bab II pasa l6 sampai dengan pasal 48 UU nomor 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama.Pasal  6  menetapkan  bahwa  pengadilan  terdiri  
dari pengadilan Agam sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan 
Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Secara vertikal, 
kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama ini berpuncak pada 
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Secara Horisontal 
susunan Pengadilan Agama berkedudukan pada setiap kota madya 
ataukabupaten.  
Pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah. 1Sedangkan tujuan lainnya adalah 
                                                             
1AbdurRahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika 





tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai 
bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnahkan ibadah.2 
Untuk memperoleh anak yang shaleh dan shalehah, tentu saja harus 
dimulai sejak sebelum perkawinan, yaitu sejak menentukan pilihan pasangan 
hidup yang berkualitas dari segi bibit, bobot dan bebet yang dilanjutkan dengan 
perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan ketika sudah mempunyai anak, kedua 
orang tua dengan penuh kasih sayang mengasuh dan mendidik anak sesuai 
dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah.3 
Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang  terjadi karena hubungan 
suami-istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal 
balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak 
yang menjadi kebutuhan material anak, seperti sandang, pangan dan papan, 
maupun hak immateril anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian 
dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang 
sangat penting untuk dipenuhi orang tuanya adalah hak nafkah (alimentasi). 
Pemenuhan hak nafkah anak adalah tujuan dari pernikahan, sebagai media 
ampuh yang berperan secara aktif-ofensif untuk melindungi keturunan (hifz an- 
nasl).4 
                                                             
2Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer 
(Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38. 
3Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2005), hlm.79    
4Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Social, terj. Yudian w. 





Dalam masyarakat tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat 
berlangsung terus atau abadi.Kenyataannya banyak terjadi di sekitar kita yang 
memperlihatkan rapuhnya kehidupan suatu perkawinan yang tidak jarang 
berakibat pada timbulnya suatu perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang 
tidak disenangi oleh Allah, tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, dan 
ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. 
Berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik 
permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pengasuhan anak. 
Sedangkan yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian 
menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak pengadilan memberi keputusan.  
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas isteri.5 
Pemeliharaan anak (hadhanah) pada dasarnya adalah tanggung jawab 
kedua orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan amanah dan karunia 
                                                             





Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak 
melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 
tinggi.Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk 
memelihara dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang 
dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi 
penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan 
bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari 
orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk 
kepentingan anak. 
Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut hadhanah, diartikan 
sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, 
yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang 
membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan 
kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab 
hidupnya.6Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek 
kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya 
pendidikan, dapat menunjang kehidupan dan tumbuh kembang sang buah hati 
secara optimal, tentunya ini menjadi langkah visioner untuk mencetak anak-
anak menjadi generasi unggul yang siap mengemban kewajiban selaku khalifah 
di bumi (Q.S al-Baqarah [2] 30). Untuk mencapai tujuan itu maka diperlukan 
suasana kondusif dalam lingkungan rumah tangga, caranya adalah dengan 
membagi peran suami-istri. Kedua memiliki porsi masing-masing dalam 
merawat dan membesarkan buah cintanya. Islam dalam hal ini telah 
                                                             





memberikan formulasi berkenaan hak dan tanggung jawab suami-istri, suami 
berkewajiban memikul beban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan 
cara yang ma’ruf, sesuai dengan kadar kesanggupannya.7 
UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi 
Hukum Islam Tahun 1991 tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap 
hadhanah. Akan tetapi secara substantif, hadhanah dalam arti hal 
pemeliharaan/pengasuhan anak, atau disebut dengan istilah kuasa asuh orang 
tua menurut undang-undang perlindungan anak, telah disebutkan dengan tegas 
dan menjadi bagian dari hukum keluarga.8 
Hadhanah itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu 
hakorang yang memelihara, hak orang yang dipelihara dan hak ayah atau orang 
yangbertindak sebagai walinya.Jika ketiganya mampu digabungkan maka 
wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang di dahulukan adalah 
orang yang dipelihara.9 Hukum hadhanah adalah wajib karena anak yang tidak 
dipelihara akan terancam keselamatannya, karena itu hadhanah hukumnya 
wajib sebagai-manajuga wajibnya memberi nafkah kepadanya.10 
Keempat Imam Maz\hab sepakat, bahwa ibunyalah yang berhak 
memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur (belum dewasa), 
tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadhanah ibu itu sampai 
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8Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogjakarta: Pustaka 
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9Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 
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umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi, ibu berhak sebelum anak 
itu berumur tujuh tahun, baik laki-laki maupun anakperempuan.11 
Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, 
Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, 
kedudukan dan hak-hak anak kedua,pembinaan sepanjang 
pertumbuhannya.12 
Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam 
semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara 
lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya 
memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materil 
sianak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan 
kasih sayang dari kedua orang tuanya. Faktor tersebut menjadi penentu 
pembentukkan kepribadiansianak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, 
maka sianak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari 
pergaulan mereka di luar rumah. Hukum Islam pada umumnya mempunyai 
tujuan melindung ikemaslahatan   umat.   Hukum   tidak   mungkin   
diturunkan   dengansia-sia(‘abata}n),melainkan memiliki alasan yang 
didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah 
mewujudkan dan melindungi kepentingan (maslahat) umum.13 Dalam hal 
ini adalah kemaslahatan yang dibutuhkan seorang anak dalam tumbuh 
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kembangnya pada suatu masyarakat tertentudan kondisi tertentu, baik 
kebutuhan itu berdimensi daruriya tatau kebutuhan dasar (basicneed), maupun 
kebutuhan sekunder (haiyyat), maupun kebutuhan berdimensi takmiliyyat 
atau pelengkap.14 
Hal ini menjadi acuan pada prinsip maqas> idasy-syaria>  h yang meliputi 
limahal, yaitu melindungi agama (hifzad-din), melindungi jiwa dan 
keselamatan fisik (hifzan-nafs), melindungi kelangsungan keturunan (hifzan- 
nasl),melindungi akal fikiran (hifzal-‘aql) dan melindungi harta benda (hifzal-
ma>l).15 
Kelima maqasid ini dianggap sebagai bagian dari  asas agama (usul 
addin) setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para 
Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah 
umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan 
universalitas agama yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan 
mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia 
berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak 
akan didapat kecuali dengan menjaga agama.16 
Seluruh rangkaian hukum syariat yang terdiri dari akidah, 
ibadah,muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah 
umum di atas. Rukun iman dan rukun Islam disyariatkan untuk tujuan 
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menjaga kaidah pertama, yakni menjaga agama.Diharamkannya segala 
bentuk judi dan hal-hal yang memabukkan, adalah untuk menjaga 
akal.Sedangkan hukum kekeluargaan untuk menjaga keturunan, dan 
hukum muamalat, pencurian, dan gasab untuk menjaga asaskelima, yakni 
harta. 
Peranan maqasidasy-syaria>  h dalam hal ini sangat signifikan dalam 
menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum berkenaan 
dengan hadhanah tersebut. Lebih jauh untuk mencapai ketegasan hukum 
hadhanahmelaluipenerapankonsepmaqasidasy-syari’ ah, disampingitu, teori    
hukum    Islam    harus    diaplikasikan    terhadap    permasalahanhukum 
kontemporer, agar tidak hanya merupakan koleksi hal-hal yang 
ideal,sebagai khazanah hasilpemikiran.17 
Pengadilan Agama Pekanbaru adalah pengadilan tingkat pertama 
yang menerima, memeriksa, menyelidiki, dan menyelesaikan berbagai 
masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam.Sudah semestinya 
dalam memutuskan perkara pengadilan bersikap hati-hati dalam 
mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib 
memberikanputusanyangseadil-adilnya,sehinggaberbagaikepentingandari 
para pihak yang berperkara dapat terpenuhi.Termasuk perkara pelimpahan 
hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau yang sudah 
mumayyiz hakim memutuskan hak hadhanahnya kepada ayah.Namun 
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demikian, dalam perkara ini Pengadilan Agama Pekanbaru 
memutuskanhakhadhanahseoranganakkepadaayahnya. 
Sementara dalam kasus yang terdapat di Pengadilan Agama 
Pekanbaru perkara pelimpahan hak hadhanah terhadap anak yang belum 
mumayyiz atau yang sudah mumayyiz hakim memutuskan hak 
hadhanahnya kepada ayah. Sedangkan didalam hukum Islam bahwa 
ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak  dibawah 
umur (belum dewasa). Sebagaimana yang tercantum pada putusan perkara 
EC sebagai penggugat (suami) dan AR sebagai tergugat (istri), penggugat 
telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal  
01 Oktober 2020, bahwa EC penggugat dan AR tergugat dahulu adalah 
suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 19 Juni 2019 di 
Pengadilan Agama Pekanbaru. Selama dalam pernikahan mereka telah 
dikaruniai dua orang anak yaitu NR laki-laki berumur15 tahun dan NL 
perempuan berumur 12 tahun.Dalam perkara putusan No 
1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr ini penulis melihat adanya ketidaksesuain antara 
putusan hakim dengan Hukum Islam. 
Selanjutnya putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama perlu 
pengkajian mengenai dasar putusan oleh hakim mengenai hadhanahkepada 
ayah.Pembuktian ini sangat menentukan kualitas putusan, karena apa yang 
telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan 
perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak yang sama juga.  
Berdasarkan fenomena diatas,maka penulis perlu untuk melakukan 





Terhadap Putusan Perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Mengenai 
Hadhanah Kepada Ayah  Dalam Persfektif Maqasid Asy-Syari’ah. 
B. PENEGASAN  ISTILAH 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis 
kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang 
terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:  
1. Analisis :  
Analisis adalah pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti dalam 
menguraikan bahan yang dikumpulkannya secara rinci berdasarkan kriteria 
tertentu, dan dilakukan sejak seorang peneliti mulai melakukan penelitian 
(secara parsial, bagian demi bagian), tetapi analisis yang bersifat total dilakukan 
setelah data terkumpul semua.18 
2. Putusan : 
Pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan 
tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang 
diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara.19 
3. Hadhanah: 
Penyerahan tanggungjawab mengasuh anak kepada orang yang 
lebih mampu untuk memelihara atau sesuatu penyerahan tanggungjawab 
mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, hal ini 
dikarenakan belum adanya kecakapan seperti anak kecil atau orang 
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dewasa tetapi gila, baik itu berupa perhatian terhadap makanannya, 
minumannya, dan termasuk kebersihannya.20 
4. Maqashid Asy-Syari’ah 
Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan 
bentuk jama’ dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti 
menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki 
dan dimaksudkan. 
 
C. MASALAH  
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 
maka masalah yang akan muncul adalah sebagai berikut: 
a. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr 
mengenai hadhanahkepada ayah   
b. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 
1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada ayah   
c. Analisisputusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai 
hadhanahkepada ayah  dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah 
2. Batasan Masalah  
Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar 
pembahasan tesis ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada:  
                                                             







a. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 
1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr mengenai hadhanah kepada ayah   
b. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 
1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada ayah   
c. Analisis putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai 
hadhanah kepada ayah  dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah 
3. Rumusan Masalah  
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
a. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 
1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada ayah? 
b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara 
nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada ayah  ? 
c. Bagimana Analisis putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr 
mengenai hadhanah kepada ayah  dalam Perspektif Maqasid Asy-
Syari’ah? 
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian   
a. Mengetahui putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 





b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 
perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada 
ayah   
c. Menganalisis putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr 
mengenai hadhanah kepada ayah  dalam Perspektif Maqasid Asy-
Syari’ah 
2. Manfaat Penelitian 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Secara operatif, tujuan penelitian ini adalah ingin memperoleh 
jawaban yang mendalam mengenai putusan perkara nomor 
1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai hadhanah kepada ayah  dalam 
Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah. Sedangkan secara administratif, 
penelitian ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat 
memproleh gelar megister dalam bidang hukum keluarga (M.H) di 
Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Disamping ingin mencapai tujuan diatas, penelitian ini diharapkan 
memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya 
merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dibidang 
keagamaan,khususnya dalam bidang fiqih 
kontemporer.Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan 
atau dasar untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang 
yang sama. 
 
E. SISTEMATIKA PENULISAN  
Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis 
dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 







un untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, berpedoman 
kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor0543.b/U/1987.21 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN  
Sedangkan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut; 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang 
mendasari pentignya diadakan penelitian ini, penegasan istilah, 
uraian beberapa masalah denganklasifikasi sebagai berikut: 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
danmanfaat penelitian,dan sistematika penulisan 
BAB II:  KERANGKA TEORITIS 
Merupakan Bab kerangka teoritis yang berisi pengertian hadhanah, 
dasar hukum, syarat-syarat hadhanah, pihak yang berhak atas 
hadhanah, masa berlakunya hadhanah,upah hadhanah,murtad 
penyebab penghalangnya hadhanah, hadhanah dalam hukum 
positif, pengertian maqasid asy-syari’ah, macam-macam 
maqasidasy-syari’ah dan Penelitian relevan  
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BAB III:  METODE PENELITIAN  
Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian dari metodologi 
penelitian dan juga mejabarkan jenis-jenis penelitian 
berdasarkan berbagai macam sudut pandang. Selain itu, pada 
bab ini penulis menjelaskan jenis, metode dan pendekatan yang 
digunakan penulis dalam penelitianini 
BAB IV:HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ,  
Bab ini adalah merupakan inti penelitian, penulis akan 
menganalisisPutusan pengadilan agama pekanbaru nomor 
1758/pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai Hadhanah kepada Ayah, 
Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 
1758/pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai Hadhanah kepada Ayah, 
Analisis terhadap putusan nomor 1758/pdt.G/2020/PA.Pbr 
mengenai Hadhanah kepada Ayah  dalam perspektif Maqasid Asy-
Syari’ah 
BAB V :PENUTUP  
Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari 











KERANGKA TEORITIS  
 
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH , MAQASID ASY-
SYARIAH DAN PUTUSAN HAKIM  
1. Hadhanah 
a.  Pengertian Hadhanah 
Hadhanah berasal dari bahasa arab, dengan asal kata hadhanah, 
yahdun, hadnan, ihtadhana, hadhinatun, hawadhin, yang artinya 
mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.22Dalam 
ensiklopedi Islam Indonesia, Hadhanah adalah tugas menjaga atau 
mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur 
dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak 
dari kedua orangtuanya.Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama 
untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai 
kemampuan untuk itu.23 
Para Faqih mendefinisikan hadhanah adalah memelihara anak 
kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa 
membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah 
baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang 
tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri 
karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara’ menyuruhnya 
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berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak 
boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk 
menghindari kecemasan keluarganya.24 
Dalam buku Subul as-Salam hadhanah berasal dari kata dengan 
kasroh huruf “ ha” adalah masdar dari kata hadhanah syabiyyah yang 
artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya hadhanan wa 
hidhanah yaitu asuhan atau pemeliharaan dengan kasroh huruf “ ha” juga 
berarti bagian badan mulai dari bagain bawah ketiak hingga bagian antara 
pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau 
dua lengan atas dan bagian antara keduanya.25Sedangkan para ulama-
ulama defenisi tentang hadhanah dari segi bahasa yaitu: 
1) Abdul Aziz Dahlan mengatakan, al-hadhanah adalah disamping atau 
dibawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum 
mumayyiz atau yang kehilangan kecerdesannya karena mereka tidak 
bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.26 
2) Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di 
Indonesia menyebutkan bahwa kata hadhanah yaitu pemeliharaan 
anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya 
suatu perkawinan.27 
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3) Menurut Sayyid Sabiqmengartikan hadhanah yaitu melakukan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan 
atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, 
belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu 
dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan 
sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang 
menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik 
fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan 
hidup serta memikul tanggung jawab.28 
4) Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-amir Al-Kalani atau yang 
lebih dikenal dengan nama Sa’ani, mengartikan hadhanah ialah 
pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri mengenai dirinya, 
pendidikannya serta pemeliharaanya dari segala sesuatu yang 
membinasakannya atau yang membahayakannya.  
5) Menurut H. Sulaiman Rasyd hadhanah diartiakan mendidik, 
mendidik disini dapat diartikan bahwa menjaga, mendidik, 
memimpin, serta mengatur dalam kehidupannya sehingga anak 
tersebut dapat mengatur dirinya sendiri sesuai pengertian hadhanah 
terebut.29 
Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti 
sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap 
adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setalah terjadinya putusnya 
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perkawinan.Hal ini dibicarakan dalam fiqih karena secara praktis antara 
suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan 
bantuan dari ayah dan atau ibunya.30Hadhanah yang dimaksud adalah 
kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan 
sebaik-baiknya pemeliharaan ini mencangkup masalah pendidikan dan 
segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.31 
Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah 
adalah pemeliharan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian 
antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus 
kepentingan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum 
mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan 
urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. 
b. Dasar Hukum Hadhanah  
 Umat Islam mengakui bahwa al-Qur’an dan hadist merupakan 
sumber utama hukum Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai 
sebuah pedoman hidup bagi umat Islam, al-Qur’an dan Hadist telah 
mengatur berbagai seluk beluk perihal kehidupan manusia, baik yang 
bersifat ibadah, muamalah, jarimah, siyasah dan ketentuan-ketentuan lain 
yang sudah diatur di dalamnya secara lengkap. Begitu pula halnya dengan 
ketentuan mengenai dasar hukum hadhanah yang telah diatur di dalamnya 
secara jelas. Hadhanah hukumya wajib sebagai mana juga wajibnya 
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memberi nafkahkepadanya.32Karena anak yang tidak dipelihara akan 
terancam keselamatannya mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, 
sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil 
kepada bahaya33 
Hadhanah yang disepakati ulama fiqh menyatakan bahwa pada 
prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi 
kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum 
mumayyiz yang tidak dirawat dan didikdengan baik, maka berakibat buruk 
kepada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam  eksistensi jiwa 
mereka. Oleh sebab itu anak- anak wajib dipelihara, dirawat dan dididik 
dengan baik.34 
Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya 
wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan 
perkawinan. 
Adapaun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk 
membiayai anak dan istri dalam firman Allah : 
1. Al-Qur’an  
 
Karena al-Qur’an dan as-Sunnah maupun hasil ijtihad para ulama dan 
fuqaha menjadi patokan dalam penetapan hukum. 
                                                             
32Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,Jilid 10Penerjemah Abdul Hayyie 
alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1,hlm. 60.  
33Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid3,..., hlm. 237.  
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1) Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 233mewajibkan kepada orang 
tua untuk memelihara anak 
                
                 
                  
                
                  
          
Artinya:  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.(qs. Al-Baqoroh: 233) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT mewajibkan 
kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, sebagaimana yang 





tahun, dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu 
dibolehkan mengadakan penyepihan (menghentikan penyusuan 
sebelum sampai umur dua tahun penuh) apabila ada kesepakatan 
antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan 
lainuntuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah 
yang pantas, hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.35 
Menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya 
talak dapat di artikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan 
yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu 
tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat 
dengannya.Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua 
itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang 
harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaannya. 
Kemudian seorang ibu yang telah diceraikan itu mempunyai 
kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu, hal tersebut 
merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-
Nya meskipun fitrah dan kasih sayang untuk anak terkurangi akibat 
dari perceraian kedua orang tuanya, sehingga Allah mewajibkan bagi 
seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Karena 
ibu mengetahui bahwa masa usia anak ketika dua tahun merupakan 
waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak 
                                                             





dan pada masa usia tersebut merupakan kebutuhan yang vital bagi 
pertumbuhan anak baik mengenai kesehatan maupun mentalnya. 36 
Kemudian sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban 
yang ditetapkan Allah terhadap siibu kepada anaknya tersebut, maka 
seorang ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk 
memberi nafkah dan pakaian kepada siibu secara patut dan baik. Jadi 
kedua-keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap 
anak yang masih menyusui sampai ia dewasa. Sehingga kewajiban 
bagi seorang ibu ialah merawat anak dengan menyusui dan 
memeliharanya, dan kewajiban ayah harus memberi makanan dan 
pakaian kepada si ibu itu supaya diadapat memelihara anaknya dan 
masing-masing dari kedua orang tuanya harus menunaikan 
kewajibannya sesuai batas kemampuannya.37 
Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya 
berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, 
namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.38 
2) Al-qur’an surat Thaha ayat 6 menyatakan hendaklah orang 
beriman menjaga dirinya dan keluarganya  
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                 
                   
     
 
Artinya  “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia dan batu 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 
dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan (Q.S Thaha 6).”39 
Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin 
mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri 
dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka 
mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa 
manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas itu 
semua adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan 
keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka dengan 
berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-
perintah Allah dan meninggalkan larangannya.40 
Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 
mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil 
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kepada bahaya kebinasaan.Hadhanah merupakan hak anak-anak yang 
masih kecil, karena iamasih membutuhkan pengawasan penjagaan, 
pelaksanaan urusannya dari orang yangmendidiknya. Dalam kaitan ini 
terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah.41 
3) Al-qur’an  surat AnNisa’ ayat 59 
                  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 
kamu (qs. An-nisa’ 59).42 
 
Seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim 
ataupun tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari 
hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti 
tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain 
sebagainya.  
Kewajiban bagi pengasuh anak untuk memelihara hak anak 
tersebut terhadap hartanya  suatu keharusan bagi orang tuanya untuk 
memberikan wasiat kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal 
pengasuhan anak agar ada kemaslahatan bagi anak dan anak tidak 
tersia-siakan.  
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4) Al-Qur’an  surat An –Nisa ayat 9 
               
         
Artinya: Hendaklah takut kepada Allah orang-orang 
yang seandainya meninggalkan dibelakang 
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh 
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar. (QS. an-Nisa9).43 
 
Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab 
orang tua agarcemas meninggalkan keturunannya yang lemah 
dalam segala hal, baik dalam arti lahiriyah maupun  rohaniah. 
Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan 
mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara 
normal. Ayat Allah ini juga dapat ditafsirkan dalam proses 
melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-
benar mempersiapkan masa depan keturunannya dengan 
sebaik-baiknya.  
5) Al-Qur’an  surat at-Thaha ayat 132  
                
     
Artinya: Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 
shalat dan bersabarlah kamu dalam 
                                                             





mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki 
kepadamu, kamilah yang memberi rezeki 
kepadamu dan akibat (yang baik) itu adalah bagi 
orang yang bertakwa (at-thaha 132).44 
 
6) Dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi  
                
         
Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah 
(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah 
(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-
hal yang diwajibkan (QS.Luqman 17).45 
 
Dari kedua ayat diatas sama- sama menjelaskan tentang kewaiban 
orang tua dalam memelihara dan mendidik anak secara muthlak. 
Karena itulah Rasul tegas mengingatkan hendaknya anak-anak mulai 
dididik mengerjakan shalat mulai umur 7 tahun jika sampai usia 10 
tahun sianak belum juga melakukan shalat maka orang tua wajib 
memukulnya.  
Perintah Rasul tersebut menyatakan pendidikan seorang anak 
yang belum mumayyiz haruslah seimbang. Pendidikan keduniaan 
ditunjukan untuk mempersiapkan masa depan anak sehingga setelah 
suatu saat setelah dewasa bisa mandiri mampu memelihara dan 
mencukupi kebutuhan ekonominya sendiri. Pendidikan keagamaan 
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bermaksud agar anak setelah dewasa tetap tunduk dan patuh terhadap 
Allah SWT. 
7) Dalam surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi 
          
            
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana 
kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 
yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui 
kesulitan maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya. 
 
ayat menjelaskan bahwa bayi berhak mendapatkan susuan agar 
dia bertambah besar. Air susu yang dialirkan oleh Allah SWT  dalam 
tubuh  ibu wajib menyusukan anaknya. Jika ibu dan anak tersebut 





air susu atau disebabkan dengan karena hal ini maka boleh diserahkan 
kepada wanita lain yang mampu dan mau untuk menyusukan anak itu. 
Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada 
anaknya, dengan cara memenuhi dan memperhatikan makanan ibu, 
tempat anak menyusu karena kualitas bagusnya air susu seorang ibu 
tergantung kepada apa yang dimakannya, untuk memenuhi semua itu 
adalah kewajiban seorang ayah.  Selain itu kerja sama antara kedua 
orang tua anak juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak, nafkah 
untuk anak tidak hanya dibebankan kepada ayah, tetapi ibu juga 
mempunyai kewajiban, dalam hal ini jika ayah anak kurang mampu 
dalam hal keuangan.46 
2. Hadits  
Hadis merupakan pelengkap al-Qur`an sebagai 
sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama 
berpendapat, bahwa hadits merupakan salah satu sumber 
hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur`an. Di 
antara hadits Rasulullah yang membicarakan masalah 
hadhonah adalah: 
1). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun 
binti ‘Utbah, istri Abu Sofyan datang mengadu kepada 
Rasululullah 
يا رسول اهلل ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، ال يعطينى من 
النفقة ما يكفينى ويكفى بنى ، إال ما آخذ من ماله بغير علم 
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، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : خذى من ماله 
 .بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك
“Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan 
seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi 
nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang aku 
ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah 
bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu 
dengan sepatutnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)47 
Perlu diketahui bahwa suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang 
yang pelit.Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi 
membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam 
secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak. 
c. Syarat-Syarat Hadhanah 
Seorang hadhinah (ibu asuh) yang menangani dan 
menyelenggarakankepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu 
adanya kecukupan dan kecakapanyang memerlukan syarat-syarat 
tertentu.Jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhisatu saja maka 
gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah. 
Adapun syarat-syarat hadhanah adalah sebagai berikut : 
1. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal dan gila, keduanya 
tidak boleh menangani hadhanah, karena mereka tidak dapat 
                                                             





mengurusidirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh di serahi 
mengurusi orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa 
tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.48 
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mumayyiz, tetapi ia tetap 
membutuhkan orang lain untuk mengurusi urusannya dan 
mengasuhnya. 
3. Mampu mendidik, karena itu untuk menjadi pengasuh tidak 
bolehorang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang 
melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak, 
tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu di urus, bukan 
orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri sehingga 
merugikan anak yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal 
bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka 
marah kepada anak kecil itu sendiri, sehingga akibat 
kemarahannya itu tidak bisa memperhentikan kepentingansi anak 
secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. 
4. Amanah dan berbudi, orang yang tidak amanah tidak akan aman 
bagi anak karena ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan 
kewajibannya dengan baik. 
5. Islam, anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan 
muslim. 
6.  Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki- 
laki lain maka hak hadhanahnya hilang. 
                                                             





7. Merdeka, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-
urusantuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk 
mengasuh anakkecil.49 
8. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. 
Karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang 
akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila anak diasuh 
oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak akan 
agamanya.50 
Akan tetapi jika terjadinya perceraian yang di akibatkan seorang 
istri atau ibu si anak pindah agama (murtad), yang di satu sisi seorang 
ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Maka hal ini yang 
menjadi problematika di kalangan ulama fiqih karena adanya 
perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya hak asuh bagi ibu 
yang murtad. 
Tetapi apabila seorang ibu melalaikan kewajibannya dan 
berkelakuan buruk yang menimbulkan dampak negatif pada anak, 
maka hak asuh tersebut menjadi gugur serta penghalang untuk 
mendapatkan hak asuh anak. Para ulama fikih berbeda pendapat 
mengenai syarat seseorang yang mengasuh beragama Islam. Bahwa 
kalangan dari ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan 
orang yang memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika 
non-muslim itu kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi 
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hadhanah baik ia ibu sendiri maupun orang lain.51Oleh sebab itu 
mengenai masalah agama yang dianut oleh pengasuh tidak menjadi 
syarat apakah pengasuh itu seorang yang beragama Islam atau tidak, 
karena kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya tidak akan 
terpengaruh karena perbedaan agamanya dan agama anak itu, kecuali 
anak dikhawatirkan akan terpengaruh dengan perilaku agama yang 
berlainan dengan anak atau memakan makanan yang haram menurut 
hukum Islam.52 
d. Pihak-pihak yang berhak atas hadhanah 
Adapun pihak yang lebih berhak atas hadhanah adalah kaum 
wanita, karena lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih 
rasa kasih sayang terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di 
depankan dalam hal mengurus anak 
Adapun pendapat para fuqoha terkadang lebih mengedepankan 
dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang 
dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat 
dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang 
yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti ini ulama 
berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan 
kemaslahatan yang dibutuhkan. 
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Adanya sebab yang menjadi perbedaan pendapat ulama atas hak 
hadhanah adalah ketika hak itu merupakan hak anak (Mahdhun) apa 
hak pemegang hadhanah (hadhin), menurut sebagian pengikut 
mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu adalah hak anak, 
karena anak dapat menentukan pilihannya ia akan didik dan dipelihara 
dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkan tentu hal itu baik 
baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh 
hadhin maka hadhin tidak dapat memaksanya karena hadihanah itu 
hak si anak.  
Apabila hal tersebut terjadi yaitu diasuh bukan hadhin yang 
disukai anak atau hadhin tidak berkelakuan baik, maka ditakutkan 
akan berakibat anak tidak bisa terdidik dan terpelihara.53 
Sedangkan mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali dan sebagian 
pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa hadhin lah yang berhak 
atas itu. Apabila hadhin tidak bersedia melaksanakan hadhanah, maka 
ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya karena hadhanah itu 
adalah haknya dan hadhin boleh memilih untuk melakukan atau tidak. 
Oleh karena itu apabila mengasuh anak dilakukannya dengan secara 
terpaksa, maka dikhawatirkan anak akan terlantar pendidikan dan 
pemeliharaannya.54 
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Urutan-urutan yang berhak melakukan hadhanah dari kalangan 
perempuan menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut: 
1. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara 
perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi 
jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.  
2. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, 
nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, 
bibi dari ayah, dan putri dari saudara, orang yang mendapat 
wasiat dan bagian ashabah yang nanti akan dijelaskan.  
3. Syafi’iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, 
saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, 
putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang 
termasuk mahram.  
4. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, 
kakek dan ibunya kakek, saudara perempuandari kedua 
orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan 
dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, 
bibi dari jalur jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya 
saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling 
dekat.  
Urutan-urutan yang berhak atas hadhanah dari kalangan laki- 
laki yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus 





satu pun dari kalangan perempuan di atas, maka hak hadhanah pindah 
ke kalangan laki-laki.55 
Bahwa dari urutan yang disebutkan diatas, banyak yang tidak 
sepakat dalam keutamaan haknya.Apabila ibu yang berhak dan 
memenuhi syarat melepaskan haknya maka kepada siapa hak 
hadhanah itu beralih.Dari sebagian ulama berpendapat hak hadhanah 
pindah kepada ayahnya, karena ibu ibunya merupakan cabang 
sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya.Pendapat 
kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu 
melepaskan haknya, maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu 
karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh 
urutannya.56Maksudnya ialah, apabila anak belum mencapai masa 
mumayyiz (berakal) maka ibu tetap berkewajiban mengasuh 
anaknya.Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya maka dapat 
dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan 
seterusnya.Jika dari semua golongan dari ibunya ibu hingga garis 
keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi 
kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu 
untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.57 
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e. Masa berlakunya hadhanah 
Hadhanah itu berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan 
berakhirnya masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau 
sudah mampu untuk menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua 
periode anak dalam hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan 
sesudah mumayyiz kaitannya dengan itu adalah:  
1. Periode sebelum mumayyiz 
Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai 
menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun.Pada masa 
tersebut anak masih dikatakan belum mumayyiz, karena masih 
belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang 
berbahaya bagi dirinya.Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh 
pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih 
berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban 
hadhanah. Karena anak pada masa itu masih membutuhkan untuk 
hidup di dekat ibunya,58 dan tidak ada batasan waktu tertentu 
mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah 
mumayyiz dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat 
membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan 
pokoknya sendiri maka hadhanahnya berakhir.59 
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Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi 
laki-laki dan perempuan adalah: Ulama Hanafiyyah berpendapat 
bahwa masa berakhirnya hadhanah itu ketika anak laki-laki 
berumur 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun atau 11 (sebelas) 
tahun. Hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak 
lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus 
keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dansebagainya. 
 Sedang masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah 
baligh atau telah datang masa haidnya pertamanya.60Ulama 
Malikiyyah juga berpendapat bahwa masa hadhanah bagi anak 
laki-laki sampai ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit. 
Sedangkan anak perempuan masa hadhanah sampai ia menikah, 
meskipun ibunya kafir. Menurut pendapat Hanafiyyah dan 
Malikiyyah, seorang anak tidak diminta untuk memilih pengasuh, 
karena pada masa itu anak belum bisa menentukan pilihan dengan 
akal sehatnya dan umur anak yang masih kecil. Kemudian 
menurut Ulama Syafi’iyyah bahwa masa hadhanah itu berakhir 
ketika berumur sampai usia 7-8 tahun. Jika suami istri bercerai 
dan punya anak yang sudah mumayyiz, yaitu yang menginjak 
umur tujuh sampai delapan tahun dan anak termasuk yang berakal 
sehat.Karena kedua orang tuanya sama-sama layak untuk 
mengurus hadhanah, tetapi jika dari keduanya saling berebut 
untuk mengasuh, maka anak dibolehkan untuk memilih salah satu 
                                                             






di antara kedua orang tuanya. Sedangkan menurut pendapat 
Hanabilah, ia pun sependapat dengan Syafi’iyyah yaitu apabila 
anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun dan telah 
mencapai usia tersebut, maka anak dipersilahkan untuk memilih 
diantara kedua orang tuanya. Adapun anak perempuan jika sudah 
mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih 
berhak sampai ia baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi 
kesempatan untuk memilih.61 
Setelah dikemukakan perbedaan pendapat para ulama fiqih 
di atas mengenai batasan masa hadhanah, maka dari hal tersebut 
tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai masa 
pengasuhan anak, hanya saja para ulama sepakat bahwa masa 
hadhanah itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia mumayyiz, 
sebab pada hadhanah anak sudah terdapat upaya memelihara 
kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan 
orang tuanya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat 
tersebut, maka dari ketentuan Undang-undang menyerahkannya 
kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan memberikan 
ketentuan mengenai batasan akhir umur anak ketika hak asuh itu 
diberikan, namun hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa 
kemaslahatan anak lebih diutamakan.62 
2. Periode Mumayyiz 
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Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia 
baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah 
mampu membedakan masa yang berbahaya dan mana yang 
bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap 
mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih seseorang 
yang berhak mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau 
bapaknya.63 
Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, 
sedangkan orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam 
menjelaskan sebagai berikut: Pasal 105 Dalam hal terjadi 
perceraian:  
1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 
berumur 12 tahun adalah hak ibunya.  
2) Pemelihaaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
memeliharanya.  
3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.  
f. Upah Hadhanah 
Menurut Islam biaya hidup anak merupakan tanggung jawab 
bapaknya, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah 
perceraian.Apabila setelah perceraian, anak yang masih kecil dan 
menyusu berada di bawah pemeliharaan ibunya, sedangkan masa 
Iddahnya telah habis, maka ibu berhak mendapatkan upah atas 
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pemeliharaan dan penyusuan tersebut.Hal ini karena tidak lagi 
menerima nafkah dari bapak anak tersebut.Upah tersebut wajib 
diberikan baik diminta ataupun tidak. 
Sebagaimana firman Allah:  
           
              
          
      
Artinya:  tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya.64 
Adapun besar biaya yang ditanggung bapak terhadap anaknya 
disesuaikan dengan kemampuan si bapak, sesuai dengan firman 
Allah SWT: 
                                                             





                     
                 
  
Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. dan orang yang 
disempitkan rezkinya hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 
(Qs. Atalaq:7). 
Akan tetapi jika bapak tidak mampu, karena ia orang susah, dan 
berpenghasilan rendah serta anak itu tidak mempunyai harta, 
sedangkan si ibu menolak untuk mengasuhnya kecuali dengan upah 
dan tiada seorang pun diantara kamu kerabat tang mau mengasuhnya 
secara mutlak, maka biaya pemeliharaan dan rawatan itu tetap 
menjadi hutang suami yang tidak gugur, kecuali dengan ditunaikan. 
Kewajiban tersebut dapat ditanggung oleh kerabat ahli waris yang 
terdekat yang mampu. Tetapi apabila ada orang lain yang dengan 
suka rela mendidik anak itu tanpa ongkos, maka hal tersebut dapat 
diserahkan kepada pendidik suka rela tersebut.65 
Sedangkan apabila bapak dengan sengaja menelantarkan 
anaknya dengan tidak membiayai keperluan hidupnya padahal bapak 
mampu untuk melakukannya, maka hal itu tidak dibenarkan dan 
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merupakan perbuatan dosa. Dengan demikian masa pembiayaan 
anak akan berakhir yakni bagi anak laki-laki apabila ia telah dewasa, 
dapat bekerja dan berdiri sendiri. Sedangkan bagi anak perempuan 
sampai ia kawin, ketika anak perempuan telah kawin maka 
nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya.66Ibu tidak berhak atas 
upah hadhanah, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi 
istri dari ayah anak kecil itu, atau masih dalam iddah. 
Ibu tidak berhak atas upah hadhanah, seperti upah menyusui, 
selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau masih 
dalam Iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai 
nafkah sebagai istri atau nafkah masa Iddah. Allah SWT berfirman:  
               
                   
                   
                
                   
     
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
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karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian.apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-
Baqarah :233). 
Adapun sesudah habis masa Iddahnya maka ia berhak atas upah 
itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman: 
          
            
           
          
Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka 
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-
thalaq:6).  
 
Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah sejak 
ia menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang 





pengasuhan adalah utang dan tidak gugur, kecuali dengan melunasi 
atau membebaskannya. Yang wajib membayar upah pengasuhan 
menurut syara‟ adalah orang yang wajib memberi nafkah anak kecil  
itu. Karena pengasuhan termasuk nafkah.Maka wajib dibayar oleh 
ayah atau wali anak itu.67 
Seorang ayah wajib membayar upah penyusuhan dan hadhanah, 
juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika 
sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat 
mengasuh anak kecilnya.Ia juga wajib membayar gaji pembantu 
rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu 
membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini 
bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti; 
makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan lain yang 
dibutuhkan. Tetapi gaji ini hanya dikeluarkannya saat ibu pengasuh 
manangani asuhannya.Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung 
oleh ayah serta ibu lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau 
dibebankan. Jika antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai 
mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan 
ibunya tidak mau kecuali dibayar, jika ayahnya mampu, dia boleh 
dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak 
boleh menyerahkan kepada kerabat perempuan yang mau 
mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada 
ibunya. Sebab asuhann ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya 
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mampu membayar upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya mampu, ia 
boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang 
perempuan untuk mengasuhnya dengan sukrela, dengan syarat 
perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai 
pengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung 
ayah.Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk 
membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar 
kepada pengasuh sukrelanya.Di samping untuk menjaga hartanya 
juga karena salah seorang kerabat yang menjaga dan mengasuhnya. 
Tetapi ayahnya tidak mampu, dan si anak kecil sendiri tidak 
memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali 
kalau dibayar, dan tidak seorang kerabatpun yang mau mengasuhnya 
dengan sukrela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, 
sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib di bayar 
oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau di bebaskan. 
g. Perkembangan Usia Dalam Islam 
1. Fase Al-Thifl Awal (0-7Tahun) 
  Fase ini dimulai semenjak seseorang lahir ke dunia dan biasanya 
dibatasai hingga usia sang anak mencapai 7 tahun. Dengan lahirnya 
itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiaannya, karena ia telah 
berpisah dari ibunya. Namun demikian, kemampuan akalnya belum 
ada,68 kemudian berkembang sedikit demi sedikit, periode ini 
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berlangsung sampai seseorang mencapai masa tamyiz.Masa bayi 
adalah periode perkembangan yang dimulai sejak  lahir  hingga usia 
18 atau 24 bulan.69Masa bayi adalah sebuah masa dimana seseorang 
sangat bergantung kepada orang dewasa. Pada fase ini, ada sebuah 
fase yangdisebut dengan “fase menyusui” yang dimulai semenjak 
lahirnya bayi sampai usia 2  tahun.70Dalam tafsir Maraghi 
diterangkan bahwa salah satu hikmah menyusui adalah agar 
kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah 
makanan utama bagi bayi pada usia ini. Dan ia sangat  memerlukan  
perawatan  yang  seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang 
lain kecuali ibunya sendiri. Hal  ini dikarenakan masa menyusui 
memegang peranan yang amat besar dalam mengembangkan fisik, 
emosi, dan kognisianak.71 
Kemudian setelah fase menyusui selesai, masuklah kepada 
fase kanak- kanak yaitu bermula dari usia 2 tahun sampai dengan 
usia 7 tahun.Periodekanak- kanak awal ini terkadang disebut juga 
dengan “periode perkembangan”. Landasan fase ini diambil dari 
rentangan usia yang disebutkan Nabi,72 bahwa ajarilah anakmu 
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untuk menjalankan sholat pada usia 7tahun. 
Kemudian pada usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa 
ibu serta memiliki sifat egosentris, dan pada usia 5 tahun baru 
tumbuh rasa sosialnya dan kemudian pada usia 7 tahun mulai 
tumbuh pada diri anak dorongan untuk belajar.73 Dalam 
membentuk diri pada anak usia ini menurut Rasulullah adalah 
dengan cara belajar sambil bermain karena dinilai sejalan dengan 
tingkatperkembangan usia ini. Selama masa ini, anak-anak kecil 
belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri. 
Mereka mengembangkan sejumlah keterampilan kesiapan 
sekolah (mengikuti intruksi, mengenal huruf) dan meluangkan 
banyak waktu untuk bermain dengan kawan-kawan sebaya.Kelas 
satu sekolah dasar biasanya mengakhiri masa kanak-kanak 
awal.Periode ini terkadang disebut juga sebagai 
“masaprasekolah”.74Karenaituwajarjikapadamasainianakdikatak
ansebagai seorang eksplorer sejati karena pada masa ini anak-
anak suka melakukan penjajahan terhadaplingkungannya.75 
Perkembangan sensor motorik dan akal pada anak berusia 2 atau 
3 tahun  tidak puas dengan hanya melihat-lihat atau meraba-raba 
benda saja.  Anak pada  usia ini semakin bertambah kemampuannya. 
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Maka sejak bangun tidur ia  selalu sibuk mengerjakan sesuatu atau 
melakukan percobaan sehingga masa ini sering dinamakan dengan 
“masa percobaan”. 76Dengan bantuan motorik yang makin sempurna 
anak lebih dapat menyempurnakan kesanggupannya mengenal. 
Eksplorasi yang dilakukan oleh anak-anak membuat anak 
memperoleh pengetahuan yang bersifat indrawi, suatu 
pengetahuan yang konkret.Ia melatih akalnya untuk menyerap 
pengetahuan-pengetahuan yang konkret melalui indranya, 
selanjutnya menyimpannya dalam pikirannya.77 
Masa-masa ini juga dipenuhi dengan kegemaran untuk 
bermain.Bermain bagi anak sekolah seperti bekerja bagi 
orangtua. Anak kecil yang sehat badannya tidak dapat duduk 
dengan tenang walaupun hanya sebentar.Menurut ahli psikologi, 
bahwa pada saat anak-anak bermain, terdapat hubungan yang 
besar antara tubuh dengan fikiran.78Maka apa yang 
mempengaruhi tubuh itu akan berpengaruh juga terhadap akal, 
dan sebaliknya, apa yang mempengaruhi akal juga akan 
berpengaruh kepada tubuh. Oleh karena itu, supaya dapat berdiri 
dan tegar dalam menghadapi berbagai kepayahan hidup, ia harus 
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menjadi orangyang kuat dan sehattubuhnya.79Pada usia ini anak 
sudah bisa dilatih mendisiplinkan dirinya. Upaya ini benar-benar 
merupakan suatu latihan. Anak pada usia ini harus diajarkan 
konsekuensi logis dan perbuatnnya. Penanaman kedisiplinan ini 
terkait telah mulainya sebuah proses peralihan seorang anak 
menjadi makhluk social.80Oleh karena itu, sebagai orang tua 
harus mendoronng anaknya secara perlahan untuk berkomitmen 
terhadap nilai-nilai, norma-norma dan standar-standar sosial 
Perkembangan sikap sosial anak sendiri pada usia ini telah mulai 
berkembang. Sejak umur 2 tahun, anak yang semula hanya 
berhubungan dengan ibu, ayah atau orang dewasa lainnya (yang 
tinggal bersamanya di rumah) sudah mulai meiliki hubungan 
dengan manusia lain. Selain itu perasaan sosial dan perasaan 
hidup bermasyarakat seperti saling tolong menolong saling 
member dan menerima simpati dan antipasti rasa setia pada 
kawan sudah mulai muncul pada fase ini. 
2. Fase at-Thifl Akhir  (7-14 tahun) 
a. Fase tamyiz (7-10 tahun) 
Umur tamyiz menurut mayoritas ulama adalah pada usia 
ke-7 dan berakhir setelah sampai pada masa baligh.81Mumayyiz 
adalah usia dimana seorang anak sudah bisa membedakan mana 
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hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan 
dirinya, sebagian ulama juga mengatakan bahwa pada usia ini 
seorang anak sudah memiliki kemampuan dalam otaknya untuk 
menggali makna dari suatuhal.82Fase tamyiz juga merupakan 
fase dimana seseorang siap melakukan perannya sebagai 
Abdullah.Sebagai hamba Allah maka seorang anak perlu 
memahami siapa itu Allah dan bagaimna aturan-Nya yang 
berlaku diatas muka bumi ini demi menjaga keberlangsungan 
hidup manusia. Pada fase ini, anak sudah siap untuk 
mempelajari ilmu-ilmu hukum, baik itu tata cara bagaimana 
berhubungan dengan Allah maupun aturan hokum lain, 
seperti ibadah, muamalah, jinayat danmunakahat.83 
Selain itu, perasaan intelek juga merupakan salah satu ciri 
pada masa ini84Anak juga sudah memiliki kesadaran terhadap 
kewajiban dan pekerjaannya.Berdasarkan perkembangan 
perasaan yang dimiliki, anak sudah memiliki kemampuan 
untuk membedakan antara yang salah dan benar, antara yang 
pokok dan yang cabang, antara yang prioritas dan yang 
bukan prioritas melalui kemampuan akalnya. Karena 
kemampuannya ini, maka anak telah siap untuk berkenalan 
dan memahami adanya tingkatan hukum yang akan 
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diterimanya. Ada yang halal, haram, wajib, sunnah, mubah, 
makruh dan subhat.85 
Perkembangan fisik pada anak pada usia ini semakin 
meningkat  secara beransur-ansur  sampai anak berusia 12 
tahun, ingatannya akan menjadi kuat sekali. Biasanya 
mereka menyukai proses belajar sepertimenulis 
danmenghafal. Pada masa ini pengetahuan dan kemampuan 
anak semakin bertambah dengan baik.86Oleh karena itu, pada 
masa ini keterampilan-keterampilan fundamental seperti 
menulis, membaca dan berhitung telah dikuasai. Dari segi 
bahasa, sejak usia anak menginjak usia 6 tahun, bahasa anak 
sudah semakin stabil, gaya tuturnya sudah mantap, dan 
terbentuklah dalam dirinya sejumlah kebiasaan berbahasa 
yang selaras antara karakteristik bunyi bahasadan 
karaktersuaranya.87Dan agar proses persiapan menjadi 
Hamba Allah SWT (Abdullah) di usia tamyiz ini menjadi 
lancar, maka salah satu yang menjadi penariknya adalah 
ajaran-ajaran yang diperolehnya dari orang tua.88Untuk itu, 
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88Moh Faisol Khusni, Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam 
Prespektif Islam, Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) IAIN Tulungangung, Martabat: Jurnal 





orang tua harus berperan aktif dalam hal ini. Diantaranya 
dengan cara mengenalkan anak tentang hukum Islam yang 
didalamnya ada pahala dan dosa dan hal apa yang menjadi 
penyebab untuk mendapatkan pahala dan dosa. Karena anak-
anak perlu berlatih untuk menghindari hal-hal yang buruk, hal-
hal yang tidak perlu dilakukan dan hal-hal apa saja yang menjadi 
kewajibannya kelak.89 
Pada usia ini, anak-anak harus dibiasakan untuk mentaati 
peraturan dan menyelesaikan tugas-tugas atas dasar 
tanggung jawab, selain itu juga anak harus mulai dilatih 
untuk melakukan pekerjaan tepat pada waktunya dan 
berulang- ulang. Dan langkah awal yang dirasa efektif dalam 
pembentukan disiplin pada usia ini adalah mengajarkan dan 
memerintahkan sholat. Karena pada usia ini anak-anak 
dinilai telah siap untuk mengemban amanat.90 
Maka barangkali inilah hikmah diperintahkannya shalat 
dalam sebuah hadist nabi91.kepada anak saat usia mereka 7 tahun 
dan diperkeras pada usia 10 tahun, karena kemampuan lisan dan 
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berbahasa anak sudah sangat baik, maka tepat kiranya bagi 
anak untuk mulai melafalkan dan menghafal bacaan-bacaan 
shalat, sehingga tepatlah apa yang diajarkan oleh Nabi 
Muhammad SAW 
h. Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah 
Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan wanita pelaksana 
hadlanah harus Islam, tiada hak dan kewenangan wanita kafir atas 
anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak. Sedangkan 
menurut Zakariya al-Anshary, hadlanah ibu yang kafir diterima 
karena hak hadlanah itu memang miliknya. Menurut Abu Hurairoh 
Ra dan Nasa’i:92 
Dari Nafi’bin Sinan r.a: “bahwasanya ia masuk Islam 
sedangkan istrinya tidak mau masuk Islam, lalu Nabi s.a.w 
menduduki si ibu di satu pihak dan si ayah di satu pihak, kemudian 
beliau mendudukan anaknya diantara suami istri itu, dan si anak itu 
condong kepada ibunya, lalu Nabi s.a.w berdo’a:”Ya Allah, berilah 
anak itu petunjuk”. Maka anak itu cenderung kepada 
ayahnya,kemudian ayahnyamemungut anak itu.Dikeluarkan oleh 
Abu Daut, Nasa’I dan disahkan olehhakim”. 
i. Hadhanah Dalam Hukum Positif di Indonesia 
1. Hadhanah Dalam Undang-Undang Perkawinan  
                                                             






Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan 
berkenaan dengan masalah hadhanah, sebagai berikut: 
Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak, bilamanaada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan. 
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 
bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu 
kewajiban bagi bekas isteri.93 
Dalam BAB X mengenai hak antara orang tua dan anak Pasal 
45 disebutkan: 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya. 
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 
                                                             





berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tuanya putus.94 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang 
Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban 
memelihara dan mendidik anak anaknya sampai kawin 
atau mampu berdiri sendiri.Ayah yang 
bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan.Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan 
hal-hal yang berkenaan dengan masalah hadhanah, baik 
kepada ayah maupun kepada ibu.Kewajiban hadhanah 
yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai). 
2. Hadhanah Dalam Kompilasi Hukum Islam 
Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) 
tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Kompilasi 
Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam  
menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum 
perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di seluruh 
lingkungan intsansi Departemen Agama dan instansi 
                                                             





pemerintahan lainnya yang terkait, serta masyarakat yang 
memerlukannya. 
Mengenai masalah hadhanah dalam Kompilasi Hukum 
Islam(KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum 
perkawinan. Adapunhal-hal yang diatur dalam masalah 
hadhanah adalah: 
1) Pengertian hadhanah 
Pasal 1 (G):  
pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan 
mengasuh, memelihara dan pendidikan anak hingga dewasa 
atau mampu berdiri sendiri.95 
2) Kewajiban orang tua dalam hadhanah 
Pasal 77 (3): suami siteri memikul kewajiban untuk 
mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, 
baikmengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.96 
Pasal 80 (4):  
sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 
a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan danpengobatan 
isteri dan anaknya. 
b. Biaya pendidikan bagi anak.97 
Pasal 104 (1):  
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Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan 
kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, 
maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang 
berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya 
atauwalinya.98 
3) Hadhanah setelah terjadinya perceraian 
Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya perceraian  
a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum 
berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 
b) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.99 
3. Dalam Kitab- Undang-Undang Hukum Perdata 
Dalam kitab Undang-undang hukum perdata bab ke 
empat belas,bagian kedua A Tentang Pembebasan dan 
Pemecatan Orang Tua DalamPasal 319 H dan 319 F :319 
H: Jika anak-anak belum dewasa itu tidak senyatanya 
telah beradadalam kekuasaan orang tua atau kekuasaan 
pengurus perhimpunanyayasan atau lembaga amal, yang 
menurut sesuatu putusan hakimtermaksud dalam bagian 
ini diwajibkan melakukan kekuasaan orang tuaperwalian, 
ataupun tidak telah berada dalam kekuasaan orang 
ataukekusaan dewan perwalian, kepada kiranya anak-
anak itu menurutpenetapan termaksud dalam pasal 319 F 
ayat kelima dipercayakannya,maka dalam keputusanyang 
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sama harus diperintahkan juga menyerahkananak-anak itu 
kepada pihak yang menurut keputusan 
mendapatkekuasaan atas anak-anak itu.100 
4. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
perlindungan anak bagian ke empat kewajiban dan 
tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam Pasal 26 
1) Orang tua berkewajiban dan bertangung jawab 
untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi 
anak 
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 
kemampuan, 
bakat, dan minatnya dan 
c.   Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. 
2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 
keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak 
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih 
kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku.101 
2 Maqasid As-Syariah   
a. Pengertian Maqasid Asy-Syari’ah 
Maqasid Asy-Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 
merumuskan hukumhukum Islam.Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-
ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan 
suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.102 
Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan 
Asy-Syari’ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk 
mudhaf dan mudhafun ilaih.Kata maqashid adalah jamak dari kata 
maqshad yang berarti adalah maksud dan tujuan. 
Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang 
ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan 
atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid 
berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena 
yang dihubungkan kepada kata syari’at itu adalah kata “maksud”, maka 
kata syari’ah berarti pembuat hukum atau syar’i, bukan hukum itu sendiri. 
Dengan demikian, kata maqashid asy-syari’ah berarti apa yang dimaksud 
oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam 
menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam 
menetapkan suatu hukum. Dari segi bahasa maqashidasy-syari’ah berarti 
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maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.Kajian tentang 
tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik 
dalam bidang ushul fikih.Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat 
hukum Islam.103 
Sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan 
kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Menurut Syatibi, 
“Sesungguhnya Syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia di dunia dan di akhirat ’’. Ibnu Qoyyum Al-Jauziyah, “ Syariah 
itu berdasarkan kepada hikmah hikmah dan maslahah-maslahah untuk 
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku 
berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah 
dapat mendatangkan maslahat ”.104 Al Khadimi berpendapat, “ Maqasid 
sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta”. Wahbah Zuhaily menyebutkan Maqasid asy-
Syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh 
syara‟ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah 
tujuan dari syariat, atau rahasia dibalik pencanangan tiap-tiap hukum oleh 
Syar’i (Pemegang otoritas syariat, Allah dan rasul-nya).105 
Menurut Yusuf Qordhowi, Syariat adalah hukum yang ditetapkan 
Allah oleh hambaNya tentang urusan Agama. Atau hukum agama yang 
ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah.Maqasid asy-Syariah adalah 
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tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk 
direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan 
dan mubah.Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.106 Ada juga yang 
memahami maqashid sebagai lima prinsip islam yang asas yaitu menjaga 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut lain, ada juga ulama 
klasik yang menganggap maqashid itu sebagai logika pensyari’atan suatu 
hukum.107 
b. Macam-Macam Maqasid Asy-Syariah 
Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang 
umum dari mensyari’atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu: Syariat 
yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia 
(Maqashid al- Dharuriyat). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer 
manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima 
perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam 
telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang 
menjamin realisasinya dan pemeliharaannya. Lantaran jaminan hukum ini, 
terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya. 
1) Kemaslahatanprimer 
Yakni secara konvensional dalam dengan lima kaidah umum (al-
kulliyyatal-khamsah). Kelima kaidah umum tersebut adalah; menjaga 
agama, jiwa, akal, keturunan, sertaharta. 
a. Memelihara Agama 
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Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang 
pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap 
pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak 
boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau 
madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari 
keyakinannya untuk masuk Islam.108Agama merupakan 
persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah 
disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara 
sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga 
merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti 
yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 3 : “Pada 
hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam 
itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena 
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” Agama Islam juga harus 
dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab yang hendak meruska akidahnya, ibadah-ibadah, 
akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran 
Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil.  
b. Memelihara Jiwa  
                                                             





Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan 
diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), 
diyat (denda) dan kafarat (tebusan). Sehingga dengan demikian 
diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, 
berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh 
mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, 
atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan 
cidera yang seimbang dengan perbuatannya. Pemeliharaan ini 
merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam 
wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan 
kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan 
sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan 
melindungiberbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan 
mempertahankan kemaslahatan hidupnya.109 
c. Memelihara Akal 
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara 
seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya.Allah telah 
menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan 
melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, 
Islam telah melarang minum Khomr (jenis menuman keras) dan 
setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang 
meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat 
merusak akal. Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang 
                                                             





kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut 
dengan baik.Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada 
seluruh hal yang ada di bumi ini. Termasuk kepada binatang 
ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat 
An-Nahl ayat 66 : “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu 
benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu 
minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu 
yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-
orang yang meminumnya.” 
d. Memelihara Keturunan  
Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur 
pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa 
yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu 
dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga 
perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua 
manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan 
anakanak yang lahir dari hubungan itu dinggap sah dan menjadi 
keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi 
juga melarang perbuatan-perbutan dan apa saja yang dapat 
membawa pada zina. QS, al-Isra’ ayat 32: “Dan janganlah kamu 
mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Hukum kekeluargaan dan 
kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus 
diciptakan Allah untuk memlihara kemurnian darah dan 





dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan 
dengan ayat-ayat hukum lainnya.Maksudnya adalah agar 
pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-
baiknya. 
e. Memelihara harta benda  
Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan 
Allah.Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh 
karena manusia sangat tama’ kepada harta benda, dan 
mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur 
supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. 
Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai 
mu’amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan 
lainnya.110 
2) Kemaslahatansekunder 
yaknikemaslahatanyangharus ada untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Seperti, hukum jual-beli, ijarah, nikah, dan 
semua jenis muamalat.Kemaslahatan sekunder menempati 
posisi kedua setelah kemaslahatan primer, karena adanya 
kemaslahatan sekunder hanyalah mengikuti dan jalan 
manujutercapainya kemaslahatan primer.Oleh karena itu, 
hukum-hukum pernikahan bertujuan untuk menjaga 
keturunan, hukum perniagaan dan ijarah untuk menghasilkan 
harta danmengembangkannya. 
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Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai 
kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat-istiadat, 
akhlak, adab, yang dengan semua itu menjadikan umat Islam 
menjadi umat yang dicintai. 
Peran Maqashid Syari’ah Dalam Kehidupan.Ilmu maqashid 
Asy Syari’ah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan 
penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia 
akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari’atkannya 
suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan 
mengalami kesulitan. 
 Diantara peran Maqashid Syari’ah dalam kehidupan adalah:  
1. Al Maqashid Asy Syari’ah dapat membantu 
mengetahui hukum hukum yang bersifat umum 
( kuliyyah) maupun khusus( juz’iyyah) 
 2. Memahami nash nash syar’i secara benar dalam 
tataran praktek.  
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, 
karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah 
variatif baik lafadz maupun maknanya, maka 






4. Ketika tidak terdapat dalil dalam al-Qur’an maupun 
hadits dalam perkara perkara yang kontemporer, 
maka para mujtahid menggunakan maqashid syari’ah 
dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan 
dengan ijtihad, istihsan, istihlah, dan sebagainya.  
5. Al Maqashid Asy Syari’ah membantu mujtahid untuk 
mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan 
perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan 
hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.111 
Padahakikatnya,ketigamaqasid asy-syari’ah diatas, 
yang meliputi kemaslahatan primer, sekunder dan tersier, 
secara mendasar ada dalam al- Qur’an, kemudian dijelaskan 
dan dirinci olehsunnah 
3. Tinjuan Umum Tentang Putusan Hakim  
A. Definisi Putusan Hakim 
Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah Hasil atau 
kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-
masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan sedangkan 
menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah112suatu pernyataan 
yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, 
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diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan 
hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan 
oleh Hakim di persidangan.Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak 
mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan 
oleh hakim.113Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah 
kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang 
untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para 
pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Berdasarkan pasal 184 HIR  
suatu putusan hakim harus berisi:  
a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan 
jawaban  
b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim  
c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos 
perkara  
d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada 
waktu keputusan itu dijatuhkan 
 e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini 
                                                             





harus disebutkan  
f. Tanda tangan hakim dan panitera 
Mengacu pada pengertian diatas, dapatlah peneliti simpulkan 
bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa 
memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 
mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam 
artian dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, 
kasasi, atau melakukan grasi.Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah 
melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota 
dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi 
manusia, penguasaan hukum serta gambaran etika atau moral dan 
mentalitas dari hakim yang bersangkutan. 
B. Asas Putusan Hakim  
Asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R Pasal 189 R.Bg. dan 
beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang 
kekuatan kehakiman.  
1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci  
Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.Karena putusan 
yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak 
cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam pasa 25 ayat (1) 
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu 





dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang 
diputus atau berdasarkan sumber hukum laiinya, baik yang tertulis, 
seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, 
seperti hukum kebiasaan dan hukum adat. “ dan untuk memenuhi 
kewajiban itu, pasal 28 ayat (1) undangundang No.4 tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
2.  Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan  
Asas ini sebagaimana yang digarikan dalam Pasal 178 ayat (2) 
H.I.R , Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap 
putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili 
setiap segi gugatan yang diajukan Hakim tidak boleh hanya memeriksa 
dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, 
karna cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang 
digariskan undang-undang.  
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan  
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang 
dikemukakan dalam gugatan.Larangan ini disebut ultra petitum 
partium. Asas ini ditegakkan dalam Pasal 179 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 
50 Rv. Menurut asas ini “Hakim yang mengabulkan melebihi posita 
maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau 
ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the 
powers of his authority). Dengan demikian, apabila suatu putusan 





hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai 
dengan kepentingan umum (public interest).Hal ini mengingat bahwa 
peradilan semata-mata hanya sebagai sarana penyelesain sengketa 
antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang 
bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (public interest).114 
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim  
1. Definisi Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 
Tinggi/Mahkamah Agung.115 
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 
tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di 
persidangan.Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa 
suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 
mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.Hakim tidak dapat 
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menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ 
fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, 
pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 
disangkal. 
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 
menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 
dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim 
dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.116 
2. Dasar Pertimbangan Hakim  
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 
didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 
sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang 
dalam tataran teori dan praktek.Salah satu usaha untuk mencapai 
kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat 
penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur 
tercapainya suatu kepastian. 
                                                             





Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 
1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang 
Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya 
sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan 
dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan 
penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman 
bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, 
kecuali halhal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 
1945.Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 
mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa 
keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan 
bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
mahkamah konstitusi.117 
                                                             





Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 
memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 
2009.Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam 
menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.Dalam hal 
ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan 
penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 
5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membeda-bedakan orang”.118 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 
dengan tidak memihak.Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut 
dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.Setelah itu hakim 
baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang 
hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak 
memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 
Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU 
No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan 
hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan 
pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan 






putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 
40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 
3. Pentingnya Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan 
putusan penting untuk diketahui karna sering pertimbangan hakim 
sematamata dilandasi pandangan yang berdasarkan undang-
undang.sebagai contoh pada abad XX, para pemikir hukum seperti John 
Chipman dan Oliver Wendel Holmes mempublikasikan artikel yang 
menegaskan skeptisisme dikalangan ahli hukum tentang proses 
pengadilan.  
Skeptesisme dikalangan ahli hukum tentang proses pengadilan. 
Skeptisisme inilah yang kemudian pada tahun 1920-an dan tahun 1930-
an berkembang menjadi apa yang disebut sebagai realism hukum 
dengan pelapor utamanya, antara lain Karl Liwelyn, Weseley Sturgen, 
Morris dan Felix Cohon. Mereka mengkritik apa yang dalam ilmu 
hukum disebut sebagai teori ortodoks, pendekatan yang melihat praktek 
hukum semata-mata sebagai penerapan peraturan. Kaum realis 
menuntut pendekatan ilmiah yang memberi tekanan lebih pada apa yang 
dilakukan para hakim dan mempertahankan dampak keputusan hakim 





dalam keputusan hakim.119 
Didalam keputusan hakim terdapat pertanggung jawaban hakim 
Sistem hukum di Indonesia, terkait pertanggung jawaban seorang hakim 
atas putusannya, belum mendapat pengaturan yang tegas dalam peraturan 
perundang-undangan. Perlu menjadi bahan pertimbangan mengenai 
pertanggung jawaban hakim atas putusannya, disamping dapat memberikan 
manfaat untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas peradilan serta 
turut membentuk proses peradilan di Indonesia, namun juga mempunyai 
dampak negatif yaitu bisa jadi senjata yang dapat mengikis independensi 
seorang hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan 
4. Kekuatan Putusan Hakim  
Dalam pasal 1917 dan 1918 KUHPerdata menyebutkan bahwa kekuatan 
suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak kemudian dalam 
pasal 21 UU No. 14/1970 adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada 
kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. 
a. Kekuatan mengikat Kekuatan hakim mempunyai kekuatan mengikat 
kedua belah pihak (pasal 1917 KUHPerdata). Yang dimaksudkan 
dengan pihak bukan hanya penggugat dan terggugat saja, melainkan 
juga pihak ketiga baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan 
(vrijwaring) atau mereka yang diwakili dalam proses peradilan. 
Terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan dapat mengajukan 
                                                             





perlawanan (Pasal 378 Rv).120 
b. Kekuatan pembuktian Kekuatan pembuktian atau biasa disebut sebagai 
efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus. Adapun kekuatan 
pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. 
Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuaatan 
pembuktian put 
B. TINJAUAN PENELITIAN YANG RELEVAN 
Adapun hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan 
peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Skiripsi sdri. Sri Wahyuni  “Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian 
Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum 
Positif”.Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2007. Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan 
Perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas 
persoalan hadhanah. Para fuqoha secara mendasar sepakat bahwa 
hadhanah adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Pemeliharaan 
seorang anak oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui, mengasuh hingga 
anak tersebut mumayyiz. Baru setelah itu ketika ia boleh menentukan 
pilihan apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Sedang biaya pemeliharaan 
menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut. Hukum positif di Indonesia 
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baik Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama.121 
2. Skirpsisdr Anggun Retno Wardani “Penetapan Hak Hadanah Anak Yang 
Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama 
Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt) Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut 
Agama Islam Negeri Purwokerto 2016 .Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 
0295/Pdt. G/ 2015/ PA.Pwt yang memberikan hak hadanah anak yang 
belum mumayiz kepada ayah memang tidak sesuai dengan ketentuan KHI 
pasal 156 dan 105 tentang hak hadanah anak yang belum mumayiz atau 
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta dengan hadis Nabi 
bahwa ibu lebih berhak terhadap anak yang belum mumayiz dan untuk 
anak yang sudah mumayiz mempunyai hak untuk memilih antara ibu atau 
ayahnya. Namun putusan tersebut telah sesuai dengan al-Qur’an surat an-
Nisa ayat 9, ketentuan pasal 41 (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan 
anak-anak harus berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan anak, serta 
sesuai pula dengan nash dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III yang 
menerangkan bahwa pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada 
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orang yang selalu mengabaikan urusan rumah tangga karena sering keluar 
rumah.122 
3. Skiripsi sdr Maulina Syahfitri “ Batas Masa Hadhanah ( studi Analisis 
Menurut Mazhab Maliki) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitasl 
Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016 M / 1437H. hasil 
dari penelitiannya:1. Adanya perbedaan antara anak laki-laki dan anak 
perempuan dalam hal masa berakhir hadhanah disebabkan perbedaan 
kemaslahatan dari anak lakilaki dan anak perempuan. 2. Dampak yang 
ditimbulkan akibat adanya penentuan batas masa hadhanah yaitu 
hilangnya hak hadhanah orangtua terhadap anak. 3. Dampak yang 
ditimbulkan akibat dari melepaskan hadhanah terhadap anak perempuan 
sebelum menikah adalah rawannya kehidupan anak perempuan tanpa 
pengawasan orangtua, baik itu secara lahiriah maupun batiniah.123 
4. Skiripsi sdr Mutia Wardah “Hadhanah akibatperceraian dala hukum 
keluarga di Indonesia dan maroko”  Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah  2018. Hasil dari penelitian Secara signifikan terdapat 5 hal 
yang diatur dalam hadhanah akibat perceraian yaitu kewajiban pengasuh 
anak, orang-orang yang diberi hak asuh, batas usia anak, upah pengasuh, 
dan biaya akomodasi anak. Ketentuan-ketentuan tentang hadhanah pada 
dasarnya bermuara pada kepentingan anak. Jadi selama kepentingan anak 
tidak terbentur maka tidak menjadimasalah.Hal-hal yang menyebabkan 
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persamaan hadhanah di Indonesia dan Maroko adalah karena KHI 
bercermin kepada Moudawwana dan hukum Islam sama-sama menjadi 
sumber hukum positif di Indonesia dan Maroko.Adapun hal-hal yang 
menyebabkan perbedaan hadhanah di Indonesia dan Maroko yaitu karena 
adanya perbedaan mazhab. Mazhab Maliki yang di anut di Maroko 
menjadi faktor terpenting dalam pembentukan hukum keluarganya, salah 
satu contohnya adalah yang terdapat dalam pasal 167 dan 168 The 
Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004 tentang upah 
pengasuh bahwasanya selain ibu maka pengasuh berhak mendapatkan 
upah yang terpisah dari biaya menyusui, dukungan anak, dan akomodasi 
anak. Hal ini sama persis dengan apa yang diungkapkan mazhab Maliki. 
Mayoritas mazhab yang dipakai di Indonesia adalah mazhab Syafi’i, hal 
ini memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan Undang-undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di antaranya pada 
pasal 156 KHI yang menyebutkan bahwa kedudukan orang-
orangyangberhakmengasuhanaksetelahibuadalahayahdan seterusnya hal 
ini sama seperti yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi’i yang meletakkan 
ayah pada posisi kedua setelah ibu dalam hal pemeliharaan anak. Faktor 
politik pun sangat berpengaruh pada pembentukan peraturan hukum 
keluarga di Indonesia dan Maroko. Dalam konteks Maroko, kita 
mengetahui bahwa sebelum tahun 1957, hukum perkawinan dan keluarga 
yang digunakan adalah hukum Islam atau fikih. Namun semenjak negara 
itu memulai melakukan kodifikasi hukum Islam di era tahun 1957- 1958, 
selain hukum Islam yang menjadi bahan penyusunan kodifikasi hukum 





Perancis. Maroko melakukan reformasi terhadap hukum keluarga. Pertama 
dilakukan pada tahun 1957 yaitu amandemen hukum keluarga dan terakhir 
tahun 2004 tentang perubahan hukum keluarga. Reformasi ini 
menunjukkan bahwa hukum Islam sama seperti hukum sipil dan common 
law yang dapat beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 
yang berubah. Adapun di Indonesia dengan Civil Law System-nya yang 
merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan teori resepsi 
yang diungkapkan oleh Christian Snouck Hurgronje yang menjadi sangat 
berpengaruh dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Lalu 
selanjutnya adanya pergerakan politik seperti halnya di Indonesia dengan 
adanya Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) yang mengajukan kembali RUU tentang 
perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan 
sebagai uu yang diberlakukan untuk seuruh warga negara Indonesia. 
Adapun Maroko dengan adanya permintaan dari The Women‟s Action 
Union (UAF) agar raja segera merevisi Undang-Undang Hukum Keluarga 
tetap berlandaskan hukum Islam akan tetapi tetap sesuai dengan hak asasi 
manusia tuntutan modernitas.Persamaan hadhanah akibat perceraian 
antara Indonesia dan Maroko diantaranya adalah mengenai kewajiban 
pengasuh anak, upah pengasuh, dan biaya akomodasi anak.124 
5. Skiripsi  sdr Faridatul Lailia “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 
Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah 
Pengasuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 
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0591/Pdt.G/2003/PA/Mlg)Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 
FakultasSyari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang 2015.Hasil penelitiannya Dalam menerapkan putusan perkara 
hadhanah di Pengadilan Agama Malang, Hakim berpendapat bahwa yang 
menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara hadhanah secara 
umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, 
yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi 
anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya 
apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anakdiantara orang 
tua hakim juga berlandaskan hukum yang terjadi diersidangan serta 
bersumber pada yurisprudensi Nomor 110 K/2007AG di dalam 
pertimbangan putusan terhadap perkara hadhanah.Dalam pertimbangan 
putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg bahwa hakim memberikan hak 
Hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah, dalam yang 
memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat bahwa dalam putusan 
tersebut contra legem, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim 
keluar dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a). Dalam 
pertimbangan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan 
berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, 
tetapi hakim lebih mengutamakan fakta yang terjadi dipersidangan serta 
bersumber pada kitab Kifayatul Akhyar yang menyatakan pengasuhan 





tidak bersuami baru. Karena istri telah melakukan kawin cerai oleh karena 
hakim memberikan hak hadhanah kepadasuami.125 
6. Skiripsi sdr Mohamad Subkhan “Hak Pemeliharaan Anak(Hadhanah) Bagi 
Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa 
Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) Ahwal Al-
Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang, 2009. Hasil penelitian Praktek yang berlangsung di Desa 
Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak 
pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi cenderung mengikuti 
pendapat dan pemikiran nya ulama golongan dzahiri dalam hal ini, 
pendapat Ibn Hazm. Meskipun secara umum, masyarakat Desa Jatirejo 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak secara teori mengikuti 
pendapatnya ulama golongan Syafi’i. Alasan-alasan yang menyebabkan 
ibu tetap memelihara dan mengasuh anak meskipun sudah menikah lagi 
yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 
yaitu karena anak yang dalam pengasuhannya masih kecil atau dibawah 
umur. Selain itu, alasan lain adalah ibu lebih memilih mengasuh anaknya 
sendiri, dari pada di asuh oleh orang lain, sekalipun masih saudaranya. 
Mereka menganggap bahwa anak akan lebih terurus dan terjamin 
kehidupannya jika diasuh dirinya sendiri  Persepsi Kyai Desa Jatirejo 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak 
pemeliharaan(hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi bahwa dalam 
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berpendapat mereka berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan 
tertentu yakni mazhab Syafi’i, sehingga menurut kyai Desa Jatirejo 
Kecamatan Karanganyar demak menganggap bahwa hak hadhanah bagi 
ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika ibu tersebut menikah lagi. 
Dan pendapatnya didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Abu Dawud adanya batasan pemeliharaan bagi ibu yang sudah 
menikah lagi. Dari pemikiran ini tercermin karakteristik Kyai Desa Jatirejo 
masih saklek dan terkesan tidak bisa atau menerima pendapat ulama lain, 
seperti pendapatnya Ibn Hazm yang secara tegas dalam kitab al Muhalla, 
bahwa tidak menjadi gugur hak hadhanah bagi ibu, sebab menikah lagi. 
Pendapat Ibn Hazm ini juga didukung oleh persepsi masyarakat desa 
jatirejo yang menyatakan 40% setuju anak tetap ikut ibunya meskipun ibu 
nya menikah lagi dan 26,67% tidak setuju serta 33,33% kurang setuju 
terhadap anak ikut ibu sebab ibu menikah lagi.Tinjauan hukum Islam 
tentang persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak 
(hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi adalah belum adanya aturan 
yang baku di Kompilasi Hukum Islam maupun UU No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan mengenai gugurnya hak hadhanah bagi ibu sebab 
menikah lagi. Dan secara sosiologis bahwa persepsi kyai yang menyatakan 
gugurnya hak hadhanah bagi ibu yang sudah menikah lagi berhaluan 





masyarakat mendukung praktek tentang berlangsungnya hak pemeliharaan 
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A. PENGERTIAN METODE PENELITIAN  
Istilah “metode” berasal dari kata Yunani, yaitu “methodos”, yang 
berarti menuju, melalui, mengikuti dan sudah, 127atau dapat difahami sebagai 
cara atau teknik bertindak untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam 
pemecahan suatu permasalahan menurut sistem atau aturan 
tertentu.128Sedangkan penelitian atau “research” berasal dari kata Prancis 
kuno, yaitu “reserchier” yang berarti mencari atau menemukan atau to 
travel through or survey. Dalam arti luas juga diartikan sebagai kegiatan 
pengumpulan data, informasi dan fakta dengan metode tertentu, dengan cara 
hati-hati, sistematik dan sempurna terhadap permasalahan yang 
dihadapiuntuk kemajuan pengetahuan..129Penggunaan metode merupakan 
suatu keharusan mutlak dalam penelitian.Disamping itu mempermudah 
penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna 
mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu 
cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh 
karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya 
antar  
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B. JENIS - JENIS PENELITIAN  
1. Jenis penelitian berdasarkan fungsinya  
Secara umum penelitian mempunyai dua fungsi utama, 
yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki 
praktik.Pemahaman tentang bagaimana penelitian berperan dalam 
mengembangkan pengetahuan dan memperbaiki praktik sering 
dikaitkan dengan perbedaan jenis penelitian berkenaan dengan 
fungsinya. Secara umum dan mendasar dapat dibedakan menjadi 
tiga macam penelitian, diantaranya;  
a. PenelitianDasar 
Penelitian dasar (basic research) disebut juga dengan penelitian 
murni (pure research) atau penelitian pokok (fundamental research) 
adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan atau  
teknologi  dasar.  Penelitian ini memberikan sumbangan besar terhadap 
pengembangan  batang ilmu pengetahuan dan pengujian teori-teori. 
Biasanya, penelitian dasar tidak diarahkan untuk memecahkan masalah-
masalah social dan fenomena-fenomena alam.130 
Tujuan dan manfaat penelitian dasar diantaranya; 
1) Sebagaipengembangdanevaluasiterhadapkonsep-
konsepteoritis 
2) Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembanganteori 
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3) Menambah pengetahuan terhadap prinsip-prinsip dasar dan 
hukum- hukum ilmiahh 
4) Meningkatkan pencarian dan metodologiilmiah.131 
 Penelitian dasar berdasarkan pendekatan yang digunakan 
dalam pengembangan teori diklasifikasikan sebagai; 
1) Penelitian Deduktif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan 
untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau 
pengujian aplikasi teori pada keadaantertentu 
2) Penelitian Induktif, yaitu tipe penelitian yang mempunyai 
tujuan mengembangkan teori atau hipotesis melalui 





enaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan 
pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar 
dalam kehidupan nyata.Penelitian ini menyangkut aplikasi teori 
untuk memecahkan permasalahan tertentu.Selain itu, penelitian ini 
juga menguji manfaat dari teori-teori ilmiah dan mengetahui 
hubungan empiris dan analitis dalam bidang-bidang tertentu.133 
Berdasarkan manfaatnya, penelitian terapan dibagi menjadi 
                                                             








tiga macam, yaitu; 
1) Penelitian Evaluasi, yaitu penelitian yang diharapkan 
dapat memberikan masukan atau mendukung 
pengambilan keputusan tentang nilai relative dari dua 
atau lebih alternative etindakan 
2) Penelitian Dan Pengembangan, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mengembangkan produk agar 
mempunyai kualitas lebih tinggi 
3) Penelitian Tindakan, yaitu penelitian yang dilakukan 
unntuk segera dipergunakan sebagai dasar tindakan 
pemecahan masalah yang ada. 
c. PenelitianEvaluasi 
Penelitian Evaluasi adalah penelitiai yang difokuskan pada 
penilaian manfaat atau kegunaan, sumbangan dan kelayakan dari 
sesuatu kegiatan dalam suatu unit. Penelitian evalusai membantu 
orang tertentu untuk menentukan kebijakan, menambah 
pengetahuan  tentang  kegiatan  tertentu dan dapat mendorong 
penelitian atau pengembangan lebihlanjut.134 
Ada dua macam penelitian evaluasi, yaitu; 
1) Penelitian Tindakan (action research) adalah penelitian 
yang dilakukan oleh para pelaksana untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi atau memperbaiki suatu pelaksanaan 
                                                             








Penelitian Kebijakan (policy study) adalah penelitian 
yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu kebijakan guna 
membantu para penentu kebijakan memberi rekomendasi-
rekomendasi yang prasktis.158 
2. Jenis Penelitian Berdasarkan Sifat dan JenisData 
Berdasarkan sifat dan jenis datanya, penelitian dibagi 
menjadi tiga, yaitu; 
a. Penelitian Opini (opinion research) adalah penelitian 
yang dilakukan terhadap fakta opini atau pendapat orang 
(responden), data yang diteliti dapat berupa pendapat 
responden secara individu atau kelompok. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menyelidiki pandangan atau 
penilaian responden terhadap masalah tertentu yang 
berupa tanggapan responden terhadap diri responden atau 
kondisi lingkungan danperubahannya.135 
b. Penelitian Empiris (empirical research) adalah penelitian 
yang dilakukan terhadap fakta empiris yang diperoleh  
berdasarkan observasi atau pengalaman. Studi kasus, studi 
lapangan  dan  penelitian eksperimen merupakan contohdari 
tipe penelitian ini.136 
Penelitian Arsip (archival research) adalah penelitian 
terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data. 







Arsip atau dokumen yang diteliti berdasarkan sumbernya 
dapat berasal dari internal (arsip dan catatan orisina lyang 
diperoleh suatu organisasi) atau berasal dari data eksternal, 
yaitu publikasi data yang diperoleh melalui orang lain. 
3. Jenis Penelitian BerdasarkanTujuannya 
Berdasarkan tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi; 
1) Penelitian Deskriptif, adalah metode penelitian yang 
berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan 
objek apa adanya. Penelitian ini sering juga disebut dengan 
penelitian non-eksperimen karena peneliti tidak melakukan 
control dan tidak memanipulasi variabel penelitian.137Tujuan 
dari penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat dan 
sistematis fakta, objek, sifat-sifat suatu individu, keadaan, 
gejala, atau subjek apa adanya  dengan  tujuan 
menggambarkan secara sistematis fakta dan  karakteristik  
objek yang diteliti secara tepat dan menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala dengan  gejala  lain  dalam 
masyarakat.138 
b. Penelitian Prediktif adalah penelitian yang ditujukan untuk 
memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau 
berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil 
analisis keadaan saatini.139 
c. Penelitian EksplanatifI adalah penelitian yang bertujuan 
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untuk mencari kejelasan hubungan antara suatu variable 
dengan variable tertentu. Hubungan tersebut dikaji dalam 
penelitian korelasional dan penelitian eksperimental.140 
d. Penelitian Eksperimen adalah penelitian yang  dilakukan  
dengan  cara mencari hubungan sebab akibat (hubungan 
kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 
peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 
menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu.141 
e. Penelitian Ex Post Facto, adalah penelitian yang 
dilakukan untuk menentukan sebab, atau alas an adanya 
perbedaan dalam tingkah laku atau status kelompok 
individu, atau dalam artian lain, peneliti mengamati 
perbedaan yang terjadi pada variabel untuk kemudiania 
berusaha mengidentifikasi faktor utama penyebab 
perbedaan tersebut. 
f. Penelitian Partisipatori adalah penelitian yang ditujukan 
untuk mengumpulkan pengetahuan baru dengan orang-
orang (sebagai partisipan) yang mampu menetapkan 
pengetahuantersebut.142 
g. Penelitian dan Pengembangan adalah metode penelitian 
dan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 
dan menguji keefektifan produk tersebut. Pada suatu 
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industry misalnya, penelitianini merupakan ujung tombak 
dalam menghasilkan produk-produk  baru yang dihasilkan 
pasar. 
4. Jenis Penelitian Berdasarkan KarakteristikMasalah 
Kualitas penelitian dapat ditentukan oleh luas dan dalamnya 
permasalahan yang dihadapi.Rumusan masalah menjadi 
salah satu indikator luas dan dalamnya permasalahan. 
Namun, tidaklah berarti makain banyak rumusan masalah, 
makin berkualitas penelitian. Pembagian penelitian ditinjau 
dari karakteristik masalah yang diteliti adalah sebagai 
berikut; 
a. Penelitian Historis (Historical Research) adalah 
penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah 
yang berkaitan dengan fenomena masa lalu, yang 
meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman dan 
penjelasan keadaan yang lalu.143 Tujuan dari penelitian ini 
adalah melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu 
secara sistematis, objektif dan akurat untuk menjelaskan 
fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena 
yang akan datang. Penelitian ini penting dilakukan 
terutama untuk menggambarkan atau memotret keadaan 
atau kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk 
                                                             






menjadi proses pembelajaran masyarakat sekarang. 
b. Penelitian Studi Kasus Lapangan (Case and Field 
Study) adalah metode penelitian yang dilakukan secara 
intensif dan rinci serta mendalam mengenai suatu kasus, 
gejala social, atau unitsocial 
 tertentu yang spesifik. Kasus dalam hal ini dapat dimaknai 
sebagai sebuah konsep, aktivitas, waktu, benda, kebijakan, kelas 
social, organisasi, Negara, wilayah atau fenomena lain yang 
spesifik. Penelitian ini terfokus untuk  menggambarkan  dan  
menganalisis suatu kasus sehingga dapat menghasilkan temuan-
temuanbaru.144 
c. Penelitian Korelasional yaitu penelitian yang dilakukan 
untuk menentukan apakah terdapat asosiasi atau hubungan 
antara dua variabel atau lebih serta seberapa jauh korelasi 
yang ada di antara variabel yangditeliti.145 
d. Penelitian Kausal Komparatif (Causal-Comparative Research) 
adalah penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terkait, di samping mengukur 
kekuatan hubungannya. Penelitian ini biasanya dilakukan 
terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta 
atauperistiwa.146 
5. Ragam Penelitian Berdasarkan CaraPenelitian 
a. Penelitian Tindakan (Action Research)  adalah  suatu  
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penelitian yang dilakukan untuk mengorganisasi suatu  
kondisi  sehingga  mereka dapat mempelajari pengalaman 
mereka dan membuatnya  dapat diakses oleh oranglain. 
b. Penelitian Survei (survey research) adalah jenis penelitian 
yang menggunakan angket sebagai sumber data 
utamanya.147Ada tiga tujuan penting dari penelitian 
ini,diantaranya; 
1. Mendeskripsikan keadaan alami yang hidup saatitu, 
2. Mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang 
untuk dibandingkan 
3. Menentukan hubungan sesuatu yang hidup di antara 
kejadian spesifik. 
Model penelitian ini merupakan metode paling  baik  
guna memperoleh dan mengumpulkan data asli untuk 
mendeskripsikan keadaan populasi. Selain itu juga metode 
survey juga merupakan metode yang paling bagus guna 
mengukur sikap dan orientasi penduduk dalam populasi 
besar terhadap suatu kasussosial.148 
6. Jenis Penelitian Berdasarkan Pengukuran dan 
AnalisisData 
a. Penelitian Kualitatif (Qualitative Research) adalah jenis 
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penelitian yang mana permasalah penelitiannya  dimulai  
dari  gejala-gejala social dan temuan-temuannya tidak 
diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 
hitunganlainnya.149 
b. Penelitian Kuantitatif (Quantitatif Research) adalah 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
fenomena atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat 
dengan meneliti atau mengkaji hubungan antar variabel. 
Penelitian kuantitatif sering kali dikaitkan dengan 
perhitungan statistik.150 
c. Penelitian Kombinasi Atau Campuran (Mixed Methods 
Research) adalah metode penelitian yang 
mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode 
kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara 
bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga 
diperoleh data yang lebih komprehensif (lengkap), valid 
(memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara data yang 
terjadi dan datayangdilaporkanolehpeneliti),reliable dan 
objektif.151 
7. Jenis Penelitian Berdasarkan TempatPenelitiannya 
a. Penelitian Lapangan (Field Research),  yaitu  penelitian  
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yang sumber datanya diperoleh langsung dari lapangan, 
seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di 
lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi 
kepeda peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan 
angket, sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai 
pendukung atau penunjang data primer saja.152 
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu 
penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan 
kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan 
objek penelitian,153baik berupa buku, catatan, maupun 
laporan hasil penelitian dari penelititerdahulu.154 
c. Penelitian Laboratorium (Laboratory research) adalah 
penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu 
(laboratorium) dan biasanya bersifat eksperimen 
ataupercobaan. 
8. Jenis Penelitian BerdasarkanBidangnya 
a. Penelitian Bidang Sosial, secara khusus terbentuk 
penelitain pendidikan, ekonomi, hukum, psikologi danlain-
lain 
b. Penelitian Bidang Eksakta, secara khusus terbentuk 
penelitian ilmu pengetahuan alam, penelitian kimia, 
dansebagainya.155 
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9. Tipologi (corak) PenelitianHukum 
Apabila ditinjau dari sudut tujuannya, penelitian hokum 
terbagi menjadi 2tipologi; 
a. Penelitian Hukum Normatif, yaitu  penelitian  yang  
dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepkan 
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat 
dan menjadi acuan prilaku setiap masyarakat.156 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menambahkan bahwa 
penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data 
sekunder.  
b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yakni 
penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerja nya  
hukum didalam masyarakat.157Penelitian ini biasanya 
dilakukan  dengan  cara meneliti dataprimer. 
10. Jenis Penelitian Berdasarkan Cara danTaraf Pembahasan 
Masalahnya 
a. Penelitian Deskriptif, yaitu jenis penelitian yang 
tujuannya menyajikan gambaran lengkap secara 
sistematis, factual dan akurat atau dimaksudkan untuk 
eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 
kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 
variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 
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diteliti dengan fenomena yang diuji.Dalam 
pelaksanaannya,metode ini dilakukan melalui; teknik 
survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu 
dan gerak, analisis tingkah laku dan analisis 
dokumentar.158 
b. Penelitian Inferensial, yaitu mengungkapkan suatu masalah 
,  keadaan atau peristiwa dengan memberikan penelitian 
secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang 
ilmu yang relevan.159 
Adapun corak penelitian yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dalam penelitian 
hukum, penelitian dalam bentuk ini disebut dengan jenis penelitian hukum 
normatif , yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai 
sebuah bangunan sistem norma,160 yang bersifat ideal penjelajahan pada sisi 
dassolen.161Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari 
peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan 
doktrin.162 Objek kajian hukum normatif adalah sistem norma yang akan 
memberikan justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa atau gejala. 
                                                             
158Suryana, Metodologi Penelitian (Bahan Ajar Perkuliahan), (Universitas Pendidikan 
Indonesia, 2010), hlm. 20 
159Ishaq, Metode…, hlm. 24 
 
160 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih, (Pekanbaru: 
Suska Press, 2015), h. 65. 
161 Nico Ngani, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Cet. ke-1,(Jakarta: Pustaka 
Yustisia, 2012), h. 83 





Sistem norma dalam arti yang sederhana  ialah sistem kaedah atau aturan 
hukum.163 
Penelitian hukum normatif  meneliti kaedah atau aturan hukum 
sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa 
hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum 
dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah 
serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut 
hukum.164Objek ini merupakan salah satu karakteristik dari penelitian 
hukum normatif, yaitu pengkajianterhadap hukum yang dikonsepkan 
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi 
acuan prilaku setiap masyarakat. 
Jika dilihat berdasarkan tempat penelitiannya maka sepenuhnya 
merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
sumber datanya menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti 
perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam 
pembentukan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim, 
manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.165 Hal ini 
senada dengan apa yang dikatakan  Mastuhu,  bahwa  penelitian  
kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, 
internet dan laPin sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema 
pembahasan sebagai sumberdatanya. 
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Kemudian, jika dilihat dari metode pengukuran dan penganalisisan 
datanya, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif,  yaitu  metode  
penelitian  yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 
atau bentuk hitunganlainnya.197 
Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus 
(case approach), pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif 
dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan 
dalam praktek hukum.Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dalam 
yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian.166 
Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 
peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 
hakim untuk sampai kepada putusannya.167 
Dalam hukum Islam, penelitian kasus dilakukan apabila terdapat 
kesenjangan antara alasan atau pertimbangan hukum dengan fakta materil 
sehingga diktum putusan diduga tidak tepat.168  
 
C. SUMBER DATA 
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.Maka sumber 
data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur 
yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Secara umum ada dua  data  
yang  digunakan, yaitu sumber data primer dansekunder.169Pada penelitian 
hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (secondary data), 
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yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-
buku, dan dokumen lainnya.170Adapun ciri umum data sekunder menurut 
Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan 
segera.171 
Karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis hukum Islam 
terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menetapkan 
putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr mengenai ahli waris 
pengganti,maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:  
1. Bahan Hukum Primer 
Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-
bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting (Ahammul 
Kutub) yang berkaitan dengan judul penelitan, diantaranya:  
a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
b. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 
1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr  
c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan 
objek penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 
digunakan diataranya; 
                                                             






a. Fiqh Munakahatkarya Abdul Rahman Ghazaly 
b. Hukum Anak-anak Dalam Islam,karya Zakariya Ahmad Al-Barry 
c. Fikih Keluargakarya Syaikh Hasan Aiyub 
 
d. Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam karya Andi Samsu Alam dan 
M. Fauzan 
e. Fiqh Islam wa Adillatuhukarya Wahbah az-Zuhaily  
f. Fiqh sunnah  karya Sayyid Sabiq  
g. Fiqh Munakahatkarya Tihami dan Sahari Sahrani 
h. Pedoman Rumah Tangga karya Hasbi Ash-Shiddiqy 
i. Kitab-kitab  fikih lainnya. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus 
hukum, ensiklopedia, indeks kualitatif dan sebaginya.172 Beberapa kamus 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Kamus Munawir Arab-Indonesia dan masih banyak lagi 
sumber data sekunder yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu pada 
bab ini, namun tetap bisa pembaca lihat dalam daftar pustaka.  
 
D. Teknik Analisa Data 
Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos, 
yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode 
merupakan langkah-langkah yang praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-







ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah bersifat 
aplikatif.Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan 
seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut.Oleh sebab itu, tidak 
diperdebatkan lagi karena sudah disepakati oleh komunitas ilmuwan dalam 
bidang tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk 
memudahkan pelaksanaan kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 
telah ditentukan.  
Metode sebagai cara kerja berhubungan dengan suatu kegiatan. yaitu 
cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 
bersangkutan. Ilmu yang membahas konsep teoretik berbagai metode 
dinamakan metodologi, yaitu sebagai uraian tentang metode. 
Kata metodologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, hetodos, 
dan logos. Meta artinya menuju, melalui dan mengikuti.Hetodos berarti jalan 
atau cara. Sedangkan logos berarti studi atau tentang teori tentang ilmu 
pengetahuan cakrawala dan wawasan. 
Metodologi berarti pengetahuan tentang metode-metode yang berlaku 
dalam kajian atau penelitian.Dengan demikian metodologi penelitian 
merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Atau 
pengetahuan tentang berbagai cara yang digunakan dalam penelitian.173 
Pada penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data adalah 
dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumen.Studi dokumen merupakan 
langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu 
bertolak dari premis normatif.Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi 
dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan 
                                                             





tersier.Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan 
reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian174. 
Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka 
metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah 
dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya 
dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-
undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa. Penelitian 
terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan, dapat dilakukan dengan dua 
cara: yaitu kritik intern, yang berhubungan dengan, apakah isi bahan pustaka itu 
dapat diterima sebagai suatu kenyataan atau tidak. Sedangkan kritik ekstern 
berkenaan dengan apakah dokumen itu palsu, siapa pembuatnya, bagaimana 
bahasanya, bentuknya, dan apa saja sumbernya175. Semakin tua usia suatu 
dokumen semakin sulit mengadakan kritik ekstren, karena antara lain 
memerlukan pengetahuan bahasa, metode kritik naskah, metode perbandingan 
untuk menetukan asal usul dari dokumen tersebut.176 
Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan 
melalui beberapa tahap, sebagai berikut: 
1. Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 
berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan 
untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan 
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studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, 
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibahas, diantaranya:  
a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih 
sebagai sumber data, yang memuat hasil putusan mengenai hadhonah. 
b. Memiliki bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, 
yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI),. Serta buku-buku tentang 
hadhonah dalam Islam yang dijadikan subjek penelitian. Disamping itu, 
dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka lainnya yang 
menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer dan data 
sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan 
tujuan penelitian.  
c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi 
putusan maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara 
berulang-ulang. 
d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan 
penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan 
pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan 
kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelasdalam 
lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian. 
e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada 
pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari 





tidak akan digunakan. Kemudian maka yang dipandang pokok dan yang 
mana yang dipandang penting dan penunjang.  
2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 
tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. 
Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif analitik, 
yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data. 
Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan 
penelitian tersebut adalah: semua data yang terkait dengan penelitian ini 
dianalisis dengan metode-metode dalam hukum Islam. Kemudian hasil 
penelitian itu disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif (menarik 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus),induktif 













                                                             











Setelah penyusun menganalisis putusan hak hadhanah di Pengadilan 
Agama Pekanbaru yang tertuang dalam Putusan Nomor: 
1758/PDT.G/2020/PA.PBR maka sebagaimana telah dikemukakan pada 
bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menarik tiga buah kesimpulan dari 
hasil penelitian, yaitu: 
1. Putusan Pengadilan  Agama No 1758/PDT.G./2020/PA.PBR. Majelis 
hakim telah mengabulkan permohonan penggugat sebagai hak 
pemegang hadhanahterhadap 2 orang anak. 
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan No 
1758/PDT.G./2020/PA.PBR.Hak hadhanah diserahkan kepada 
penggugat adalah karena seluruh anak-anak telah tinggal bersama 
penggugat selama penggugat dan tergugat berpisah,seluruh anak-anak 
telah merasa aman, nyaman,tumbuh besar seperti anak yang lain dan 
hidup tenteram bersama penggugat. Mengenai biaya segala kebutuhan 
dan keperluan anak juga telah dipertimbangkan oleh hakim dengan 
melihat bahwa penggugat   memang  mampu   untuk   memenuhi  
segala   biaya anak- anaknya ,sehingga pemeliharaan anak bias tercapai 
dengan baik. 
3. Berdasarkan analisismaqasid asy- syariah seluruh putusan dan 
pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KHI, UUD Perkawinan, UUD 






penggugat adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan 
anak. Dalam konsep maqasid asy-syari’ah hal in itelah  mencapai dalam 
kaidah yang lima. 
B. Saran 
Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan keadaan 
yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Sudah selayaknya majlis hakim mengutamakan langkah persuasif, 
yakni dengan cara kekeluargaan, dengan penuh hikmat 
kebijaksanaan, dan memperhatikan adat-istiadat setempat. Apabila 
pendekatan-pendekatan ini tidak berhasil dilaksanakan secara baik, 
maka ditempuh upaya paksa untuk melaksanakan putusan hak 
hadanah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah hak hadhanah  
majelis hakim tidak hanya mengacu kepada ketentuan formalnya saja, 
melainkan harus memperhatikan nilai-nilai hukum dalam 
masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari penggugat atau 
tergugat yang akan diberikan hak hadhanah, serta aspek lainnya demi 
kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya dan juga kedua 
belah pihak. 
2. Supaya dimasa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih 
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